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RINGKASAN

Perkembangan ekonomi di Indonesia dewasa ini semakin menuntut
kemampuan seluruh komponen bangsa atas manajemen pengelolaan sumber daya
alam yang lebih bijaksana dan berkelanjutan. Banyaknya kasus pencemaran dan
perusakan dalam eksploitasi sumber daya alam dengan model pengelolaan yang tidak
berdasarkan pandangan secara berkelanjutan telah membawa dampak begitu besar
terhadap kehidupan bangsa. Konflik dan sengketa yang muncul terus menerus
merupakan hal yang sangat buruk mengiringi langkah pengelolaan sumber daya alam.
Penyebab utama dari munculnya sengketa dan konflik itu sendiri secara mendasar
adalah pada tata peraturan yang masing belum saling mendukung, kualitas penegak
hukum, serta pada faktor kesadaran hukum pelaku pengusaha yang masih rendah.

Sengketa lingkungan merupakan kasus yang banyak menyisakan pekerjaan bagi
kita semua untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini dapat dilihat banyaknya
ketimpangan atas aplikasi produk hukum dan kebijakan yang dikeluarkan dengan apa
yang terjadi sehari-hari, sehingga tidak mengherankan apabila pada tahun 1997
sampai dengan 1998 terjadi kasus kebakaran hutan di hampir seluruh wilayah
Indonesia yang sangat besar dan dampaknya yang begitu luas. Ambisi untuk
memperoleh hasil yang sebesar-besarnya atas sumber daya alam telah membawa
negara menciptakan kebijakan-kebijakan yang tidak dapat secara adil diterima oleh
komponen-komponen bangsa. Hilangnya hak-hak masyarakat adat atas penguasaan
dan pengelolaan sumber daya alam merupakan contoh sangat riil atas akibat produk
kebijakan yang dikeluarkan oleh negara.

Sampai saat ini sengketa atas ketidakadilan tersebut masih berlangsung,
ketidakpastian kapan berakhirnya dan selesainya sengketa tersebut pada akhimya
menuntut kita semua untuk mencari jalan keluar pemecahannya.

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten
Kotabaru propinsi Kalimantan Selatan dengan terjadinya kebakaran atas sumber-

sumber mata pencaharian masyarakat berupa hutan dan ladang telah membawa



kerugian yang begitu besar dan dampak yang begitu luas. Oleh sebab itu, skripsi ini
disusun untuk membahas lebih jauh permasalahan tersebut. Permasalahan sebagai
gambaran yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai dasar ter‘jadinya
sengketa kebakaran, bentuk-bentuk kerugian, dan bentuk penyelesaian terbaik atas
sengketa yang terjadi tersebut. Ditambah dengan analisis yang dilakukan penulis
berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang ada.

Hasil dari pembahasan masalah tersebut merupakan tujuan dari penulisan
skripsi ini, yaitu untuk mengetahui dasar terjadinya sengketa kebakaran hutan dan
lahan, kerugian-kerugian yang ditimbulkan, dan menemukan bentuk penyelesaian
terbaik yang dapat diterapkan guna menyelesaikan sengketa tersebut.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah diskriptif analitik
dan dasar yang digunakan dalam membahas permasalahan yang ada adalah diperoleh
dari buku-buku/literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para
sarjana, serta media tulisan yang berhubungan dengan materi skripsi ini.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan telah merumuskan kesimpulan
bahwa dasar terjadinya sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan
Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan adalah karena tidak
dipenuhinya tuntutan ganti rugi masyarakat atas kerugian yang timbul akibat
kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung antara bulan Juli hingga November
1997, bentuk-bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan
adalah berupa kerugian materiil, immateriil, dan biaya untuk pemulihan lingkungan,
dan bentuk penyelesaian terbaik yang dapat diterapkan adalah berupa mekanisme

penyelesaian sengketa alternatif mediasi.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sumber daya alam merupakan modal yang sangat vital untuk membiayai
pembangunan sebuah negara, terlebih pada negara berkembang guna meningkatkan
kesejahteraan kehidupan masyarakat negara tersebut sampai dengan mencapai tingkat
yang dicita-citakan dari pembentukan negara tersebut. Eksploitasi atau pemanfaatan
sumber daya alam dalam upaya meningakatkan laju pertumbuhan ekonomi sebuah
negara seringkali membawa pengaruh berupa perubahan kualitas lingkungan hidup
pada wilayah negara tersebut. Negara-negara kelompok maju seperti negara-negara di
Eropa dan Amerika Serikat beberapa waktu lalu telah melakukan perubahan besar-
besaran terhadap cara pandang pengelolaan sumber daya alam, dimana negara-negara
tersebut telah merasakan dampak yang begitu besar dari pola yang mereka terapkan
dalam pengelolaan sumber daya alam dinegaranya. Perubahan tersebut telah mereka
gunakan sebagai bagian dari kerjasama dengan negara-negara berkembang agar
negara-negara ini lebith mengarah pada pola-pola pengelolaan sumber daya alam
secara berkelanjutan. Namun saat ini pandangan tersebut telah mengalami tekanan
perubahan misalnya dengan adanya usulan baru berupa kemudahan pemasaran kayu
mentah/gelondongan hasil hutan dari negara berkembang melalui forum WTO
(World Trade Organization).

Eksploitasi sumber daya alam bagaimanapun bentuknya akan membawa
dampak perubahan secara global, tidak hanya pada sebuah negara yang melakukan
cksploitasi saja namun juga negara-negara lain, serta seluruh kehidupan dimuka
bumi. Namun perubahan-perubahan yang terjadi dapat ditekan sedemikian rupa agar

tidak terlalu besar berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan lingkungan hidup.

Bagaimanapun dampak yang terjadi dari pengelolaan sumber daya alam adalah pada



tingkat kualitas lingkungan hidup, sehingga permasalahan pengelolaan ini tidak dapat
dipisahkan dengan bidang lingkungan hidup. !

Dalam perkembangan saat ini pengelolaan sumber daya alam yang tidak
mengikuti pola-pola yang disepakati secara internasional tidak akan mungkin dapat
diterima hasil produksinya secara langsung oleh konsumen internasional, terlebih lagi
akan adanya tekanan-tekanan yang ditujukan pada negara yang melakukannya oleh
negara-negara yang menyepakati pola-pola tersebut. Tujuan dari adanya kesepakatan-
kesepakatan internasional itupun adalah untuk mengembangkan pola-pola
pembangunan yang berkelanjutan dari setiap negara. Sumber daya alam yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan proses ekologi tidak dapat dipisahkan
dari kehidupan perekonomian secara keseluruhan. Dan hubungan antara keduanya
adalah merupakan inti daripada pembangunan berkelanjutan - The relationship
between economy and ecology 1s at the heart of sustainable development
(SPES,1994:3).

Hutan merupakan bagian dari sumber daya alam, dimana di negara Indonesia
sumber daya alam terbesar adalah berupa hutan. Indonesia memiliki hutan seluas
kurang lebih 144 juta ha, hanya 118 juta ha yang masih berupa hutan. Hutan seluas
itu diperinci dalam hutan produksi seluas 49,3 juta ha, hutan lindung seluas 39,9 juta
ha, dan hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta ha (Haeruman, 1992:1).
Namun demikian pengusahaan bidang kehutanan yang dilakukan di Indonesia sangat
berdampak pada kerusakan hutan secara besar-be;saran, yaitu rata-rata 1,2% pertahun
yang menimbulkan perkiraan bahwa hutan tropis di Indonesia akan habis dalam
waktu kurang dari delapan puluh empat tahun. Padahal disebutkan dalam peraturan
dasar negara bahwa hutan yang merupakan bagian dari kekayaan alam harus
digunakan untuk memakmurkan rakyat. Seperti yang tersebut dalam pasal 33 ayat (3)
UUD 1945 bahwa “ Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”,



(O ]

yang menunjukkan keinginan dari terbentuknya negara Indonesia dalam melakukan
pengelolaan sumber daya alam bagi kemakmuran bangsa. _

Dalam kehidupan ketatanegaraan pengelolaan sumber daya alam telah
mendapat penanganan khusus dengan dibentuknya departemen yang menangani
masalah hutan, yaitu Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Namun demikian
pengelolaan kehutanan tidak dapat dipisahkan begitu saja karena sangat berkait erat
dengan bidang-bidang lain, misalnya bidang perindustrian dan perdagangan, bidang
pertanian, bidang lingkungan, bidang pertanahan dan bidang-bidang lainnya. Oleh
karenanya telah dibuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah
kehutanan, dan peraturan ini merupakan penggabungan antara bidang satu dengan
lainnya. Peraturan-peraturan hukum yang ada saat ini yang berkaitan dengan masalah
kehutanan, antara lain : UUPA, UUPK, UUKH, UUPLH, dan peraturan pelaksana
yang dikeluarkan oleh masing-masing departemen yang terkait dengan bidang
lingkungan hidup khususnya pengusahaan hutan. Adanya pengaturan-pengaturan
tersebut menunjukkan keinginan baik dari penguasa negara dalam melihat potensi
yang begitu besar bagi peningkatan kesejahteraan bangsa dari sektor kehutanan.

Namun tiada peraturan yang baik dalam pelaksanaannya apabila tidak
didukung oleh aparat penegak hukum yang baik dan tingkat kesadaran masyarakat
terhadap hukum yang tinggi. Hal demikian terbukti dengan terjadinya bencana
nasional kebakaran hutan yang menimpa wilayah Indonesia pada sekitar tahun 1997
sampai dengan 1998, akibat pengelolaan yang sangat jauh berbeda dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Meskipun sampai dengan saat ini terdapat asumsi yang
berbeda-beda terhadap penyebab kebakaran oleh pihak-pihak yang terkait dengan
pengusahaan bidang kehutanan dan perkebunan, namun terdapat sebuah kesimpulan
bahwa 7 kebakaran tersebut merupakan akibat dari pengelolaan yang masih
semrawut”(Walhi,1998:1). Dapat dikatakan dalam pengaturan pengelolaan
kehutananpun masih mengalami kendala karena dalam prakteknya masih terdapat

ketidaksamaan visi pada departemen dan instansi yang terkait dengan bidang



kehutanan. Tata peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen
Kehutanan dan Perkebunan, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian dan
Perdagangan, Departemen Transmigrasi -daﬁ Perambah Hutan, Departemen
Pertambangan dan Energi, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Badan
Pertanahan Nasional, dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan belum
menunjukkan koordinasi yang baik dalam pengelolaan di bidang kehutanan ini.

Kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan, tepatnya di Propinsi Kalimantan
Selatan sekitar bulan Juli sampai dengan November 1997 telah membawa dampak
vang begitu besar terhadap kehidupan masyarakat. Nilai kerugian yang dapat dihitung
olch masyarakat Adat Dayak Samihim adalah sejumlah Rp. 406.813.788.780.-
(empat ratus enam milyar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh
delapan ribu rupiah), meliputi kerugian materiil kehilangan sumber mata pencaharian
selama kurun waktu kebakaran, kerugian immateriil, dan biaya yang harus
dikeluarkan untuk memulihkan kondisi lingkungan hidup seperti semula. Nilai
perhitungan ini hanya pada satu kecamatan saja, apabila dapat dihitung nilai kerugian
untuk seluruh wilayah yang terbakar di Indonesia maka besarnya jumlah kerugian
tidak dapat dibayangkan.

Berbagai asumsi dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan
sektor kehutanan berdasarkan data-data yang dikumpulkan dan dipercaya dalam
menyikapi kebakaran hutan tersebut. Pihak penguasa dalam hal ini ditangani oleh
Departemen Kehutanan dan Perkebunan dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup,
Organisasi Lingkungan Hidup lokal dan Internasional, dan masyarakat pemerhati
lingkungan melihat bahwa kebakaran terjadi akibat dari penyalahgunaan prosedur
pembukaan hutan-lahan dan pembersihannya oleh sebagian besar pengusaha sektor
kehutanan dan perkebunan. Data yan-g menjadi dasar asumsi tersebut adalah
berdasarkan pantauan lapangan dan penggunaan satelit pengindera jarak jauh NOAA
(National Oceanic Atmospheric Administration), bahwa banyak pengusaha

melakukan pembukaan hutan-lahan dan pembersihannya untuk usaha perkebunan



dengan cara pembakaran. Pihak-pihak ini juga tidak menyangkal kebakaran yang
terjadi juga diakibatkan pengaruh suhu pada musim kemarau yang berkepanjangan
selama kurun waktu tersebut. Pada pihak pengusaha sektor kehutanan dan
perkebunan lebih melihat kebakaran sebagai sebuah musibah nasional yang
diakibatkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan dimana menyebabkan banyak
kemudahan terjadinya kebakaran.

Adanya pandangan yang berbeda dan sulitnya pembuktian yang harus
digunakan dalam menjerat pelaku pembakaran hutan-lahan mengakibatkan
penyelesaian kasus kebakaran hutan yang terjadi menjadi sangat tidak menentu.
Terbukti meskipun Departemen Kehutanan dan Perkebunan telah mengumumkan
176 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran dalam pengusahaan sektor ini,
tidak ditindaklanjuti dengan adanya penerapan sanksi, baik secara administratif,
pidana, maupun penyelesaian secara perdata sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dan berbagai kerugian yang ditimbulkan belum mendapatkan penyelesaian yang jelas
dan adil hingga saat ini.

Berbagai hal yang diungkapkan diatas menjadi bahan yang menarik bagi
penulis untuk diangkat dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul ANALISIS
YURIDIS SENGKETA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
KECAMATAN PAMUKAN UTARA KABUPATEN KOTABARU PROPINSI
KALIMANTAN SELATAN ( Studi Putusan PN Kotabaru No. 09/Pdt.G/1998/
PN.KTB )" '

1.2 RUMUSAN MASALAH

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan agar tidak melebar dalam
pembahasannya maka Penulis menentukan beberapa permasalahan yang akan dibahas
dalam skripsi ini. Adapun permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini

adalah sebagai berikut :



(5]

6

Apakah yang mendasari terjadinya sengketa kebakaran hutan dan lahan di

kecamatan Pamukan Utara , Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan ?

. Bentuk-bentuk kerugian apakah yang ditimbulkan akibat terjadinya kebakaran

hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi

Kalimantan Selatan?

_Bentuk penyelesaian terbaik apakah yang dapat diterapkan dalam menyelesaiakan

sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten

Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan 7

3.3 TUJUAN PENULISAN

-
3

-l,»J

-

3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jember,

Sebagai sarana mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang didapatkan selama
masa kuliah dengan realita kehidupan di masyarakat,

Sebagai sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan  yang
berkaitan dengan lingkungan hidup, khususnya  bidang kehutanan dan

perkebunan.

3.3.2 Tujuan Khusus

Fujuan khusus yang hendak dicapai adalah

1. Mengetahui dasar terjadinya sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan
Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan,

2 Mengetahui bentuk-bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya
kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru

Propinsi Kalimantan Selatan,



4. Mengetahui bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterapkan dalam sengketa
kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru

Propinsi Kalimantan Selatan.

3.4 METODOLOGI PENULISAN
Untuk mendapatkan kebenaran ilmiah secara obyektif dapat digunakan

metode penelitian ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah ini metode yang digunakan
adalah sebagai berikut :
3.4.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis
normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan menelaah peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan buku-buku yang berisi konsep-konsep teoritis, kemudian
dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.
3.4.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data
sekunder vang meliputi :
I Salinan Putusan PN Kotabaru No. 09/Pdt.G/1998/PN.KTB dan Salinan Putusan

PT Banjarmasin No. 56/Pdt/1999/PT.Bjm

)

Peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang ada hubungannya dengan

materi penulisan skripsi

(98]

Pendapat para sarjana atau ahli hukum dan/atau ilmu pengetahuan tertentu, serta

doktrin-doktrin yang secara langsung ataupun tidak langsung berhubungan

dengan materi penulisan skripsi

4. Buku-buku literatur, makalah seminar dan media tulisan lainnya yang menunjang
penulisan skripsi.

3.4.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah

penelitian perlu digunakan suatu metode penelitian yang tepat. Metode pengumpulan



dan pengolahan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara
meneliti dan mempelajari buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan
masalah yang dibahas.
3.4.4. Analisis Data

Penulis menggunakan anilisis diskriptif analitik dalam menganalisa data dan
permasalahan yang dibahas, yaitu dengan menggambarkan fakta, masalah dan data
yang diperoleh dari diskripsi dan penyampaian informasi yang kemudian diterapkan
menurut landasan hukum yang berlaku serta teori-teori yang ada dengan disertai
analisis. Dari bahasan yang ada kemudian disimpulkan dengan metode deduktif yaitu
penarikan kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian menilai
suatu kejadian yang khusus, atau satu metode pembahasan yang dimulai dari

permasalahan umum menuju pemecahan bersifat khusus.



BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 FAKTA
Uraian fakta dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

a. Pada tahun 1997 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang meliputi hampir
seluruh kawasan Indonesia. Kebakaran hutan terjadi pula di kawasan Propinsi
Kalimantan Selatan tepatnya di tujuh desa Kecamatan Pamukan Utara. Kebakaran
tersebut tidak hanya terjadi pada wilayah hutan sekitar pemukiman masyarakat,
namun juga membakar lahan tempat dimana mereka mengusahakan perladangan.
Masyarakat melihat kebakaran yang terjadi adalah bukan akibat gejala alam
melainkan perbuatan yang disengaja oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa
sawit yang berada diwilayah tersebut.

b. Pembakaran tersebut menurut masyarakat adalah sebagai upaya perusahaan dalam
melakukan pembukaan dan pembersihan lahan untuk areal usaha perkebunan.
Berbagai kerugian dialami oleh masyarakat yang berjumlah 106 orang warga desa
Bepara, Sekayu Baru, Mangka, Bakau, Kalian, Tamiyang, Harapan Baru,
Balaimea, dan Binturung yang tergabung dalam Masyarakat Hukum Adat Dayak
Samihim, sehingga mereka melakukan upaya permintaan ganti rugi kepada tujuh
perusahaan perkebunan yang berada di kecamatan Pamukan Utara Kabupaten
Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan. Ketujuh perusahaan perkebunan tersebut
adalah : PT. Laguna Mandiri I, PT. Laguna Mandiri 11, PT. Laguna Mandiri 111, PT.
Langgeng Muara Makmur II, PT. Langgeng Muara Makmur III, PT. Paripurna
Swakarsa, dan PT. Swadaya Andika TII.

c. Terbakarnya hutan dan lahan yang menjadi sumber mata pencaharian 106
masyarakat warga 9 desa kecamatan Pamukan Utara tersebut berlangsung antara
bulan Juli hingga November 1997, dimana sumber apinya berasal dari areal

perkebunan yang dikuasai oleh PT. Laguna Mandiri 1 di Desa Sungai Durian,
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PT. Laguna Mandiri 11 didesa Sekayu, PT. Laguna Mandin 111 didesa Betung, PT.
Langgeng Muara Makmur II didesa Harapan Baru, PT. Langgeng Muara Makmur
I1I didesa Bakau, PT. Paripurna Swakarsa didesa Binturung, dan PT. Swadaya
Andika di desa Kudung. Yang kemudian apinya menjalar dan membakar wilayah
hutan dan lahan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat meliputi
wilayah desa Bepara, Sekayu Baru, Harapan Baru, Mangka, Bakau, Kalian,
Balaimea, Tamiyang, dan Binturung Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten

Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan.

. Pembukaan dan pembersihan areal dengan cara pembakaran yang dilakukan oleh

tujuh perusahaan tersebut adalah : untuk membuka lahan perkebunan yang belum
ditanami sawit (bukan baru dan belum dibersihkan/land clearing), pada bagian
vang ditanami kelapa sawit namun mati/diserang hama, dan pada tumpukan kayu
vang berfungsi untuk menghemat biaya operasional.

Pembakaran tersebut pada akhirnya menyebabkan terbakarnya hutan dan lahan
yang merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat warga sembilan desa
dengan hilangnya rotan, kopi, karet, buah-buahan, sarang lebah madu, dan rumah
serta hal lain berupa ketidaktentraman, terganggunya kesehatan dan rendahnya
kelayakan kualitas lingkungan.

Penyebab terjadinya kebakaran atau pelaku pembakaran didukung kuat oleh surat
Dirjen Perlindungan Hutan Departemen Kehutanan dan Perkebunan RI No.
473/UJ/LH-2/1997 yang berisikan nama-nama perusahaan yang diduga kuat
sebagai pembakar hutan berdasarkan pantauan lapangan dan satelit NOAA
(National Oceanic Atmospheric Administration) sebanyak 176 perusahaan dengan
perincian 133 perusahaan perkebunan, 28 perusahaan HTI, dan 15 Perusahaan
pembuka lahan transmigrasi, dimana ketujuh perusahaan yang digugat termasuk
didalamnya. Atas kerugian yang dialami selama kurun waktu kebakaran maka 106
masyarakat tersebut mengajukan gugatan ganti rugi sebesar Rp. 406.813.788.780.-

(empat ratus enam milyar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh
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delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) , yang terdiri dari ganti rugi
materiil, immateriil, dan biaya pemulihan kondisi lingkungan. Gugatan lain yang
diajukan adalah berupa tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan
sebagai upaya penanggulangan kebakaran dan rehabilitasi sumber penghidupan
penggugat.

Dalam Keputusan Majelis Hakim PN. Kotabaru Nomor : 09/Pdt.G/ 1998/ PN.KTB
tanggal 31 Mei 1999 pada intinya menyatakan : Seluruh tergugat (tujuh
perusahaan perkebunan) melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang diatur
dalam pasal 1365 KUHPerdata, menghukum tergugat membayar ganti kerugian
sebesar Rp.150.000.000,~(seratus lima puluh juta rupiah) kepada para penggugat,
memerintahkan tergugat membuat sistem pengendalian kebakaran dan membuat
berikade pemadam kebakaran guna mencegah kebakaran, dan menghukum
tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut sebesar

Rp.603.000,- (¢enam ratus tiga ribu rupiah).

- Keputusan PN Kotabaru tersebut oleh masing-masing para Tergugat dan

Penggugat telah diajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin terdaftar
melalui Kepaniteraan PN Kotabaru pada tanggal 08 Juni 1999 (Tergugat) dan 09
Juni 1999 (Penggugat). Dan oleh Majelis Hakim PT Banjarmasin diputuskan
menerima  permohonan banding dari para tergugat/pembanding dan para
penggugat/terbanding  serta membatalkan putusan PN. Kotabaru No.
09/Pdt.G/1998/PN.KTB. Majelis Hakim PT Banjarmasin kemudian mengadili
sendiri dengan menguatkan putusan PN Kotabaru No.09/Pdt.G/1998/PN KTB
didalam eksepsi, membatalkan putusan majelis hakim PN Kotabaru dalam pokok
perkara, serta menghukum penggugat/terbanding untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan sebesar total Rp. 673.000,-(enam ratus tujuh puluh
tiga ribu rupiah).

- Oleh para Penggugat/Terbanding telah diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung

dan sampai dengan saat ini belum ada keputusan hukum tetap.



2.2 DASAR HUKUM
Dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
I. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 1365 : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366 : Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang
discbabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang
disebabkan karena kelalaian atau kekurang hati-hatinya.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria |
Pasal 15 : Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta
mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang,
badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum
dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang
ckonomis lemah.

Pasal 16 ayat (1) : Hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal

4 ayat (1) 1alah :
hak milik

=

hak guna usaha

hak guna bangunan

a o

hak pakai
hak sewa

hak membuka tanah

© ™o

hak memungut hasil hutan

=2

hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut

diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta



hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang

disebutkan dalam pasal 53.

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kehutanan

Pasal 2 : Berdasar pemiliknya Menteri menyatakan hutan sebagai :

(1) “Hutan Negara™ ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh

diatas tanah yang tidak dibebani hak milik.

(2) “Hutan Milik™ ialah hutan yang tuumbuh diatas tanah yang
dibebani hak milik.

Pasal 15 ayat (1)

ayat (2)

. Hutan perlu dilindungi supaya secara lestari dapat memenuhi

fungsinya sebagaimana tersebut dalam pasal 3.

: Perlindungan hutan meliputi usaha-usaha untuk

a. mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan yang
disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran,
daya-daya alam, hama dan penyakit;

b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan

dan hasil hutan.

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 5 ayat (1)

Pasal 6 ayat (1)

© Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan
hidup yang baik dan sehat.

- Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi
lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pasal 30 ayat (1): Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh

Pasal 34 ayat (1)

melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan

pilihan secara sukarela para pihak bersengketa.



3.

Pasal 35 ayat (1)
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- Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan
kegiatannya menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup,
yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau
menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun,
bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang
ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi
secara langsung dan seketika saat terjadinya pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa

Pasal 6 ayat (1)

© Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan
oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa
yang  didasarkan  pada  itikad baik  dengan
mengesampingkan  penyelesaian secara litigasi  di

Pengadilan Negeri.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan

8.

Pasal 10 ayat (1)

: Setiap orang dilarang membakar hutan kecuali dengan

kewenangan yang sah.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan .
(Pasal 2 ayat (1)).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak

Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah
( Pasal 45, 46,47, 48,49, dan 50 )

Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts.1[/90, Nomor: 519/Kpts/Hk.050/

7/90, Nomor: 23-VIILII/1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan

Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian



Pasal 1 hurufa : Pelepasan Kawasan hutan adalah pengubahan status kawasan
hutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk
keperluan usaha pertanian.

hurufb : usaha pertanian adalah usaha dibidang tanaman pangan,
perkebunan, peternakan, dan perikanan.

10. Surat Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor : 38/KB.110/SK/DJ.BUN/05.95

tentang Petunjuk Tehnis Pembukaan Lahan Tanpa Pembakaran Untuk

Pengembangan Perkebunan.

( Dalam Pertimbangan )

2.3 LANDASAN TEORI
2.3.1 Pengertian Sengketa Lingkungan Hidup

Didalam pasal 1 angka 19 UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup-UUPLH (LNRI Tahun 1997 No.68 - TLNRI No. 3699) memfor-
mulasikan pengertian sengketa lingkungan hidup sebagai berikut : “Sengketa
Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan
adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau'perusakan lingkungan hidup”. Dari
rumusan tersebut unsur-unsur dari sengketa lingkungan hidup dapat dijabarkan
sebagai berikut :
1. Adanya perselisihan
2. Adanya dua pihak atau lebih
3. Adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
4. Diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Perselisihan adalah keadaan terjadinya selisih, dimana “selisih™ dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia dirumuskan sebagai: “pertentangan pendapat; pertikaian”
(R1,Depdikbud,1990:802). Sedangkan dalam KUHPerdata perselisihan dimungkinkan
terjadi sebagai akibat dilanggarnya suatu hak atau kewajiban yang dimiliki oleh satu

pthak atau Iebih oleh satu pihak lain atau lebih.



Lingkungan hidup dalam pasal 1 angka 1 didefinisikan sebagai berikut :
“Lingkungan Hidup adalah satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan
dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain ™.

Subyek hukum menurut Muhammad (1993:27) dirumuskan sebagai berikut:
"subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban
itu disebut orang. Orang dalam arti hukum terdiri dari manusia pribadi dan badan
hukum”.  Subyek dari sengketa tersebut sesuai dengan rumusan pasal 1 angka 19
UUPLH adalah dua pihak atau lebih dimana bisa sebagai orang perseorangan ataupun
badan hukum, jadi bisa antara orang perseorangan dengan orang perseorangan, orang
dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum. Sedangkan obyek dari
sengketa lingkungan adalah pencemaran-perusakan lingkungan (Wijoyo,1999:9).

Dari pengertian diatas jelas bahwa sengketa lingkungan hidup tidak akan ada
tanpa adanya suatu pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ataupun
dugaan adanya hal tersebut. Pencemaran sendiri dirumuskan sebagai ( UUPLH pasal
I angka 12) : "masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau
komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga
kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak
dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”. Sedangkan perusakan lingkungan
dalam pasal 1 angka 14 UUPLH disebutkan sebagai suatu tindakan yang
menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/ atau
hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam
menunjang pembangunan berkelanjutan.

Kata-kata adanya atau diduga adanya pencemaran dan perusakan dapat
dipahami melalui penjelasan berikut ini : kata “adanya pencemaran dan perusakan
lingkungan™ kiranya dapat diinterpretasikan berorientasi pada pencemaran dan

perusakan yang aktual senyatanya terjadi; sedangkan rumusan “diduga adanya



pencemaran dan perusakan lingkungan” membungkus dan mengaksentuasikan

pencemaran dan perusakan lingkungan yang potensial (Wijoyo,1999:7).

2.3.2 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Dasar munculnya perbuatan melawan hukum adalah terdapat dalam rumusan
pasal 1565 KUHPerdata dimana berbunyi sebagai berikut :
" Tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap orang
lain, mewajibkan orang yang salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut™.
Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut adalah

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatige daad)

IJ

Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

I

Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

=

Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.
(Muhammad, 1993:252)
a. Perbuatan Melawan Hukum

Oleh Setiawan (1979:82) dijelaskan bahwa : “perbuatan melawan hukum itu
didefinisikan sebagai suatu hal yang diperbuat atau tidak diperbuat jika:
1. Melanggar hak orang lain, atau

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat, atau

(%]

Bertentangan dengan kesusilaan, atau’
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat
terhadap diri atau barang orang lain™.

Dalam sengketa lingkungan hidup perbuatan melawan hukum diatur lebih
lanjut sebagai perbuatan yang dapat terjadi akibat tidak dilaksanakannya pasal-pasal
dalam undang-undang tersebut. Lebih jauh tentang hak dan kewajiban yang ada
dalam peraturan tersebut terdapat dalam pasal 5 sampai dengan 7, sedangkan

realisasi dari pelanggaran dari hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup diatur



dalam pasal 34 ayat (1) yang berbunyi : ”Setiaplperbuatan melanggar hukum berupa
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada
orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu .

b. Kesalahan

Unsur kesalahan dalam suatu perbuatan dalam pasal 1365 KUHPerdata dapat
diukur secara obyektif dan subyektif. Secara obyektif harus dapat dibuktikan bahwa
dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan yang
baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan subyektif harus diteliti apakah si
pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari
perbuatannya.

Terdapat dua pengertian tentang kesalahan, yaitu dalam arti luas yang meliputi
kesengajaan dan kelalaian, dan dalam arti sempit hanya mencakup kelalaian saja
(Setiawan,1979:17). Selanjutnya dijelaskan bahwa kesengajaan sebagai perbuatan
vang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki, sedangkan kelalaian adalah
perbuatan dimana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat
yang merugikan orang lain. Untuk terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya
maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup kiranya jika si
pembuat, walaupun mengetahui akan akibat toh tetap melakukan perbuatan tersebut.

Selain perbuatan yang diakibatkan oleh suatu perbuatan tertentu oleh orang
atau badan hukum, perbuatan melawan hukum yang terjadi sebagai akibat dari
kelalaian dan perbuatan dari orang lain yang menjadi tanggung jawabnya dirumuskan
dalam pasal 1366 dan 1367 KUHPerdata.

c. Kerugian
Menurut Muhammad (1993:255) kerugian yang disebabkan oleh perbuatan
melawan hukum dapat berupa :

I. Kerugian materiil



Yaitu kerugian yang terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan

keuntungan yang scharusnya diperoleh.
2. Kerugian 1diil

Yaitu kerugian yang berupa hal-hal diluar kerugian materiil, antara lain ketakutan,

sakit dan kehilangan kesenangan hidup.
Dalam pasal-pasal mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi kerugian itu meliputi
tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan
(bunga). Sedangkan ukuran yang dipakai adalah uang .
d. Hubungan Kausal

Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian
dapat dijelaskan melalui teori Adequate Veroor Zaking (Von Kries) yaitu si pembuat
hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai
akibat dari perbuatan melawan hukum (Setiawan,1979:87). Lebih lanjut, menurut
teort ini yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman
manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini
Kerugian. Jadi antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan

langsung (Muhammad, 1993:257).

2.3.3 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Tata cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan rumusan pasal
30 UU No.23/1997 ada dua, yaitu :
1. Melalui pengadilan,
2. Diluar pengadilan.
Selengkapnya rumusan pasal tersebut adalah sebagai berikut :
Avat(1) : Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui
pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela

para pthak yang bersengketa.



Ayat(2) : Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan scbagaimana
diatur dalam undang-undang ini. |

Avat(3) © Apabila telah dipilih penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar
pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila
upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak
yang bersengketa.

Yang perlu lebih dicermati adalah bahwa adanya pilihan alternatif
penyelesaian sengketa lingkungan yang berdasarkan pilihan dari pihak yang
bersengketa. Rumusan pasal tersebut apabila dipahami sebagai suatu upaya
perdamaian sebagaimana dimaksud dalam proses pengadilan perkara perdata, maka
acuan pasal dalam UUPLH tersebut adalah selaras dengan proses penyelesaian
perkara perdata melalui pengadilan. Dalam pasal 130 ayat (1) HIR memuat ketentuan
bahwa hakim sebelum memeriksa perkara tersebut, harus berusaha untuk
mendamaikan kedua belah pihak, malahan usaha perdamaian itu dapat dilakukan
sepanjang proses berjalan, juga dalam taraf banding oleh Pengadilan Tinggi (Sutanto-
Oeripkartawinata, 1995:35).

Jadi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui
dua cara, vaitu :

1. Penyelesaian melalui Pengadilan

Tata cara penyelesaian melalui pengadilan merupakan bentuk penyelesaian
sengketa lingkungan hidup yang mengacu pada tata cara proses beracara perkara
perdata pada peradilan. Hal beracara dimulai dengan pengajuan gugatan melalui
pengadilan yang berakhir sampai dengan diperoleh keputusan yang memiliki
kekuatan hukum tetap.

Acuan beracara mengacu pada Het Herziene Indonesisch Reglement/Reglement
Indonesia Baru (HIR/RIB), dan dalam beberapa peraturan hukum yang ada, yaitu
UU No.14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LNRI



Tahun 1970 Nomor 74), UU No. 14/ 1985 tentang Mahkamah Agung (LNRI Tahun
1985 Nomor 73), UU No.2/1986 tentang Peradilan Umum (LNRI Tahun 1986 nomor
20), UU No.7/1989 Tentang Peradilan Agama (LNRI Tahun 1989 Nomor 49), dan
dalam UU No.1/1974 tentang Perkawinan, serta peraturan pelaksanaannya PP
No0.9/1975 dan UU No.20/1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan (Sutanto-
Oeripkartawinata, 1995:5-6).
2. Penyelesaian Diluar Pengadilan

Beberapa cara /alternatif dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar
pengadilan, dapat ditempuh melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa :

a.  Negosiasi

b. Mediasi

Konsiliasi

2]

d. Pencari Fakta
Arbitrase

(Wijoyo, 1999:96-110)

o

Selanjutnya menurut Wijoyo (1999: 96-110) dijelaskan beberapa hal berkaitan
pengertian alternatif penyelesaian tersebut sebagai berikut :

1. Negosiasi
Negosiasi  adalah proses penyelesaian sengketa (lingkungan) melalui
perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa guna mencari atau
menemukan bentuk-bentuk penyelesaian vang dapat diterima pthak-pihak yang
bersengketa.

2. Mediasi
Mediast  merupakan upaya penyelesaian sengketa (lingkungan) melalui
perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari
bentuk penyelesaian yang dapat disepakati pihak-pihak.

Konsiliasi

[ %



Definisi konsiliasi yaitu upaya penyelesaian sengketa (lingkungan) melalui
perundingan dengan melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para
pthak bersengketa dalam menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat
disepakati para pihak. Bantuan pihak ketiga netral bersifat pasif atau terbatas
pada fungsi prosedural. Dalam praktek, antara konsiliasi dan mediasi tidak
terdapat perbedaan yang prinsip.

4. Pencari fakta

Pencari fakta adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara menunjuk

pihak-pihak yang netral dan imparsial yang bertugas mengumpulkan bahan-

bahan atau keterangan-keterangan guna dianalisis dan dievaluasi dengan
tujuan untuk memperjelas masalah-masalah yang menimbulkan sengketa
disertai rekomendasi pemecahan masalah. Pencari fakta didayagunakan dalam
negosiasi dan mediasi.

5. Arbitrasi

Penyelesaian sengketa melalui arbitrasi berarti dengan cara menyerahkan

kepada pihak ketiga netral yang mempunyai wewenang untuk memutuskan

(Arbitrator). Sifat keputusan adalah final dan mengikat secara hukum bagi

para pihak serta memiliki kekuatan eksekutorial.

Sedangkan didalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa
alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda
pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

2.3.4 Hak-hak Atas Tanah Berkaitan Pengelolaan Hutan, Lahan dan
Perkebunan
Dalam usaha pengelolaan hutan, lahan, dan perkebunan terdapat beberapa hak

atas tanah yang harus dipahami sebagai dasar usaha pengelolaan pada bidang-bidang
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tersebut. Mak-hak atas tanah yang dapat diusahakan atasnya berbagai kegiatan

dibidang kehutanan, lahan pertanian dan perkebunan adalah tanah yang berstatus hak

milik. hak guna usaha, hak pakai, dan hak memungut hasil hutan :

a Hlak Milik

Berdasarkan rumusan pasal 20 ayat (1) UUPA No.5/1960 pengertian hak milik
dirumuskan sebagai ~ hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai
orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6. Diantara hak-hak atas tanah
maka hak milik merupakan hak tertinggi yang dimiliki seorang warga negara

Indonesia atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dengan tetap

mengingat fungsi sosial atas tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 6 UUPA.
Berdasarkan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan hutan, lahan dan

perkebunan maka tanah berstatus hak milik dapat digunakan oleh pemegang hak
tersebut dalam usaha-usaha pada ketiga sektor tersebut.

Tanah hak milik pada penge]olaan' kehutanan sebagaimana dirumuskan dalam

UU No.5/1967 dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 2 © Berdasar pemiliknya Menteri menyatakan hutan sebagai (1) Hutan Negara
talah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani
hak milik, (2) Hutan Milik ialah hutan yang tumbuh diatas tanah yang
dibebani hak milik.

Didalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa hutan negara ialah hutan

vang tumbuh diatas tanah yang bukan hak milik, hutan yang tumbuh atau ditanam

diatas tanah yang diberikan kepada daerah swatantra dengan hak pakai atau hak
pengelolaan mempunyai status sebagai hutan negara. Dengan demikian tidak ada lagi
hutan marga, hutan daerah, dan hutan swapraja, dsb. Sedangkan hutan milik adalah
hutan yang tumbuh atau ditanam diatas tanah milik, yang lazimnya disebut hutan

rakyat dan dapat dimiliki oleh orang, baik sendiri maupun bersama-sama orang lain
atau badan hukum. Hutan yang ditanam atas usaha sendiri diatas tanah yang dibebani

hak lainnya merupakan pula hak milik dari orang/badan hukum yang bersangkutan.



Pada lahan atau tanah hak milik maka seseorang dapat mengusahakannya
dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, maupun bidang lainnya, Hal ini
didasarkan pada hak penguasaan oleh negara berkaitan pengaturan dan peruntukan
tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat (1) huruf d UUPA. Dapat pula
diintroduksikan pengertian lahan sebagai bidang tanah terbuka; tanah garapan (
Kukuh Dewabroto,dkk,1995:69).

Dalam bidang perkebunan pengelolaan tanah hak milik dapat diusahakan
berbagai macam tanaman kebun. Berdasarkan Keppres No.11/1974 maka tanah hak
milik dapat digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit, kelapa hibrida, teh, tebu,
kapas, kakao, karet, dan tanaman kebun lainnya seperti kopi dan sebagainya (1999:2-
3).

b. Huk Guna Usaha

Dalam rumusan pasal 28 ayat (1) UUPA No.5/1960 hak guna usaha diartikan
sebagi berikut: ™ Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang
dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu sebagaimana tersebut
pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan”. Dalam ayat (2)
disebutkan : Hak Guna Usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5
hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai
thvestasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan
perkembangan jaman™.

Hak penguasaan tanah oleh negara secara langsung seperti termaksud dalam
pasal diatas dapat dipahami berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang dalam
UUPA dicantumkan dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : ” Atas dasar ketentuan
dalam pasal 33 ayat 3 UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud pasal 1, bumi, air,
dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada

tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh

rakyal”. Kemudian dijelaskan dalam pasal 4 tentang akibat dari kewenangan tersebut,

yaitu : 7 Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2



ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah,
vang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun
bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum™.

Sedangkan ketentuan pemegang Hak Guna Usaha atas tanah dirumuskan
dalam pasal 30 ayat (1) : Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha ialah : a. Warga
negara Indonesia; b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.
¢. Huk Pakai

Rumusan dalam UU No. 5 tahun 1965 menyebutkan bahwa hak pakai adalah
hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh
Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban bagi
yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat berwenang
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan
merupakan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, scgala
sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang
ini (Pasal 41 ayat (1)). Hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu, yaitu
paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang selama-lamanya 20 tahun (PP
No.40/1996 pasal 45-48) atau selama digunakan untuk keperluan tertentu, dengan
pembayaran sejumlah tertentu (untuk kepentingan penanaman modal) atau dalam
bentuk penggantian biaya administratif sejumlah tertentu bergantung saat pengalihan
atau sesuai yang diperjanjikan dengan pemilik asal dan tanpa disertai pemerasan.

Yang dapat memiliki hak pakai atas tanah adalah (pasal 42 UUPA):

I, warga negara Indonesia;

12

orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

L

badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan

di Indonesia:

4. badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia.



Sedangkan dalam PP No. 40/1996 ditambahkan mengenal badan-badan hukum
agama dan sosial, lembaga Departemen dan non-departemen serta pemerintah daerah
(pasal 49-50).
d. Hak Memungut Hasil Hutan
Hak memungut hasil hutan dalam pengaturan UUPA pasal 46 ayat (1) dan (2)
menyebutkan :
Avat (1) : Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh
warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah,
Ayat (2) : Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak
dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu
Berdasarkan rumusan pasal 6 dan 7 UUPK No.5/1967 maka hak memungut
hasil hutan diluar hutan milik harus mendapatkan ijin dari Pemerintah. Dalam hal ini
adalah pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu (Pasal 9 ayat (3) PP
No0.28/1985).

2.3.5 Pengusahaan Hutan, Lahan dan Perkebunan

Sebelum mengetahui secara mendalam tentang bentuk pengusahaan hutan,
lahan, dan perkebunan maka perlu diketengahkan tentang pengertian ketiga hal
tersebut. Menurut Dewobroto, dkk (1995:49). ~ hutan dinterpretasikan sebagai
asosiasi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pada suatu areal yang relatif luas ™
Sedangkan dalam rumusan pasal 1 angka 1 UU No. 5/1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kehutanan menyatakan : ” Hutan ialah suatu lapangan bertumbuhan
pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam
lingkungannya yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan . Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia (RI,Depdikbud,1990:317), hutan diartikan sebagai “tanah luas yang
ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang)”.

Lahan adalah tanah terbuka; tanah garapan (Dewobroto,1995:69). Dengan

pengertian yang lebih luas lahan adalah tanah milik atau berstatus lainnya yang



digunakan sebagai media untuk mengusahakan  bidang pertanian, peternakan,
maupun perkebunan dan bidang lain yang bernilai ckonomis(UU No. 5/1960 ).

Perkebunan adalah suatu kawasan dengan tumbuhan kebun tertentu yang
diusahakan oleh manusia. Tanaman kebun yang diusahakan sebagai perkebunan
terbagi kedalam dua klasifikasi berdasarkan status hak atas tanah. Perkebunan diluar
hak milik harus mengacu pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini
adalah  Menteri  Pertanian dan  pejabat  terkait sesuai persetujuan  prinsip
pengusahaannya, sedangkan diatas tanah yang berstatus hak milik dapat dikelola
tanaman kebun yang bernilai ekonomis sesuai keinginan pemiliknya. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia susunan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan kebun
diartikan sebagai "1 sebidang tanah yang ditanami pohon musiman (buah-buahan,
dsb); 2 tanah luas yang ditanami kopi, karet, dsb”.

Hutan, lahan, dan perkebunan adalah bagian dari Sumber Daya Alam.” Secara
umum klasifikasi Sumber Daya Alam (SDA) terbagi kedalam bentuk (1) lahan
pertanian, (2) hutan dengan aneka ragam hasilnya, (3) lahan alami untuk keindahan,
rekreasi atau penelitian ilmiah, (4) perikanan darat dan perikanan laut, (5) sumber
mineral bakar dan non bakar, (6) sumber energi non mineral misalnya panas bumi,
lenaga surya, angin, sumber tenaga air, gelombang pasang, dan sebagainya (Zain,
1998:1). Hal-hal yang berkait dengan bidang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hutan

Pengusahaan hutan didasarkan pada peraturan agraria Indonesia (UUPA
No0.5/1960) berkaitan status tanah hutan yang menentukan klasifikasi pembagian
kepemilikan hutan. Kemudian harus dilihat ketentuan yang mengatur pengusahaan
hutan didalam UUPK No.5/1967, dimana dalam pasal 13 menyebutkan :

Ayat (1) . Pengusahaan hutan bertujuan untuk memperoleh dan meninggikan
produksi hutan guna pembangunan ekonomi nasional dan kemakmuran

rakyat.



Ayat (2) : Pengusahaan hutan didasarkan pada asas kelestarian hutan dan perusahaan
menurut rencana karya atau bagan kerja yang tersebut pada pasal 8 dan
meliputi penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil hutan, pengolahan.
dan pemasaran hasil hutan.

Pengusahaan dalam bidang kehutanan tidak lepas kaitannya dengan
kekuasaan negara terhadap bumi, air dan kekayaan alam dibumi Indonesia seperti
tercantum dalam UUD 1945 dan UUPA No.5/1960 dan peraturan kehutanan lainnya,
vang menunjukkan kecenderungan kepentingan pengusahaan hutan yang berada
diatas tanah berstatus diluar hak milik (hutan negara). Hutan diatas tanah hak milik
dratur dalam Kketentuan peraturan tersebut seperti tercantum dalam bab I, 1v, v
UuUPK.

Pada hakikatnya hak pengusahaan hutan merupakan hak untuk mengusahakan
hutan alam didalam suatu kawasan hutan, yang meliputi kegiatan : penebangan kayu,
peremajaan, pemeliharaan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan( Alam Setia Zain,
1997.53). Hak pengusahaan hutan milik baik itu diatas tanah hak milik maupun hak
lainnya mengacu pada pasal 11 UU No.5/1967 yang menyatakan dalam ayat (1):
“pengusahaan Hutan Milik dilakukan oleh pemiliknya dengan bimbingan Menteri
dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam bab ini, bab IV dan bab V”. Pada
penjelasan pasal klasifikasi hutan menurut pemiliknya (pasal 2), hutan milik
dijelaskan sebagai hutan yang dikenal pula dengan sebutan hutan rakyat.

Pengusahaan hutan bagi orang diluar pemegang hak status atas tanah hak milik.

HGU, dan hak pakai maka dapat dimiliki hak berupa memungut hasil hutan. Dalam

hal ini hak tersebut dapat diperoleh setelah mendapatkan ijin dari pejabat

berwenang,

2. Lahun

Berdasar pengertian dan status hukum atas tanah maka seseorang dapat

mengusahakan tanah sebagai ladang garap bidang produksi pertanian, peternakan,



dan perikanan serta bidang-bidang lain sejalan dengan dasar pasal 14 ayat (1) huruf d
UUPA. Selanjutnya berdasar pasal-pasal yang ada maka pengusahaan lahan diluar
hak milik harus mengikuti peraturan yang terkait sesuai dengan persetujuan
pemberian hak atas tanah atau sesuai dengan perjanjian pengalihan oleh pemegang
hak asal.
3. Perkebunan

Pengusahaan  perkebunan didasarkan pada SK  Menteri Pertanian No.
229/Kpts/KB.550/4/91 tentang Pengembangan Perkebunan Besar dan Tata Cara
Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan, dengan tetap mengacu pada peraturan lain
diatasnya seperti UUPA, UUPK, Peraturan Pemerintah No0.28/1985, dan PP No.
21/1970.

Dalam SK Menteri Pertanian tersebut disebutkan bahwa Jenis-jenis kegiatan
usaha perkebunan terdiri dari perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan
besar didefinisikan sebagi usaha budidaya perkebunan diatas lahan Hak Guna Usaha
(IGU) yang lahannya seluas 25 hektar atau lebih. Sedangkan perkebunan rakyat
adalah usaha budidaya perkebunan yang dilakukan tidak diatas lahan HGU. Lebih
lanjut disebutkan bahwa pengusahaan perkebunan diluar perkebunan besar dapat
dilakukan oleh WNI atau Badan hukum Indonesia. Dari peraturan tersebut
diisyaratkan bahwa pengusahaan perkebunan diluar tanah HGU dapat dilakukan
sesuai keinginan pemegang hak dengan tetap dalam pengawasan pemerintah sesuai
bidang terkait.

Hal menarik usaha pengembangan perkebunan adalah penggunaan areal tanah
yang cukup luas, dan hal ini sangat berkait dengan perbuatan hukum pengalihan hak
atas tanah yang digunakan. ** Tanah yang diperuntukkan bagi pengembangan proyek
dapat digunakan tanah yang berstatus sebagai tanah negara maupun tanah hak milik.
Namun apabila kedua jenis tanah tersebut tidak memungkinkan lagi dapat digunakan
kawasan hutan (Salim,1997:72). Jelas bahwa usaha yang dilakukan berdasar hak

milik, maka pengalihan hak untuk hal tersebut harus berdasar kesepakatan pihak



vang melakukannya. Dan pada tanah negara dapat digunakan pengalihan dan
pemberian HGU atau Hak pakai. :

Penyediaan dengan pengalihan terhadap tanah negara dalam hal ini hutan
negara mengacu pada pasal 5 ayat (1) dan (2) UUPK 5/1967 dan PP No.28 tahun
1985 tentang Perlindungan Hutan. Dalam PP tersebut merumuskan penyimpangan
penggunaan kawasan hutan dapat menyimpang dari fungsi dan peruntukannya dengan
syarat ada persetujuan dari Menteri Kehutanan.

Berdasarkan SKB Menteri Kehytanan, Menteri Pertanian, dan Kepala BPN
No. 364/Kpts-11/90, No.519/kpts/Hk/050/70/90 dan No.23-VII-1990 tentang Ketentu-
an Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian HGU Untuk Usaha Pertanian pasal 1
huruf a menyebutkan bahwa : Pelepasan kawasan hutan adalah pengubahan status
kawasan hutan menjadi tanah yang dikuasai oleh negara untuk keperluan usaha
pertanian. Menurut Salim  bahwa ada lima cakupan usaha pertanian, yaitu : usaha

dibidang tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan,

2.3.6  Pengertian Asas Tanggunggugat Mutlak (Strict Liability)

Untuk mengetahui arti dari tanggunggugat mutlak maka landasan dalam pasal

1365 KUHPerdata dan pasal 35 UUPLH harus dipahami dengan cermat. Dalam pasal

35 UUPLH menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang
menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan bahan
berbahaya dan beracun, bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian
vang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung
dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup.

Ayat (2) @ Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari

kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)



Jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/ atau
perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan dibawah ini:
a. adanya bencana alam atau peperangan, atau
b. adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia, atau
¢. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam pasal ini tidak didapati dasar pertimbangan atau alasan kritis yang
mendasari penggunaan istilah “tanggung jawab mutlak”(Wijoyo, 1999:29). Dalam
penjelasan pasal tersebut dirumuskan sebagai berikut : “Pengertian bertanggungjawab
secara mutlak atau strict liability, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh
pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan pasal ini
merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada
umumnya. Besarnya nilai ganti kerugian yang dapat dibebankan terhadap pencemar
atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas
tertentu. Yang dimaksudkan sampai batas tertentu, adalah jika menurut penetapan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi
usaha dan/atau kegiatan bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup™.
Jika dilihat pasal 1365 sebagai perbandingan maka "pada pasal 1365 KUHPerdata
mengandung  konsep tanggung jawab berdasarkan kesalahan, vang dapat
dipersamakan  dengan liability based on fault, seperti  halnya  doktrin
pertanggungjawaban  tradisional negligence dalam  sistem  hukum Anglo
Saxon”(Santosa, 1997:13).

Menurut Wijoyo (1999:30) oleh karena pengaturan masalah “tanggung jawab
mutlak ™ dalam UUPLH berada dalam lingkup * penyelesaian sengketa lingkungan
hidup menurut Hukum' Lingkungan Keperdataan, dan secara sistematik berposisi
setelah - ketentuan  “ganti  kerugian™, semestinyalah UUPLH memakai istilah
tanggunggugat mutlak™ Lagipula, anotasi termaksud “mengalihbahasakan” strict

habihty dengan “tanggungjawab mutlak™ kata strict diterjemahkan “mutlak™ dan
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hability “dikonversi” menjadi “tanggungjawab™ yang oleh beberapa pakar Justru
disalin dengan kata “tanggunggugat” : maka dipahami sebagai pilihan tepat,
konsisten, dan kontekstual, apabila dalam pengkajian ini digunakan istilah
“tanggunggugat mutlak™ sebagai alternatif menterjemahkan kata “strict liability™.
Tujuan penerapan asas tanggunggugat mutlak adalah - untuk memenuhi rasa
keadilan; mensejalankan dengan kompleksitas perkembangan teknologi, sumber daya
alam dan lingkungan; serta mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk

menginternalisasi biaya yang dapat timbul akibat kegiatannya (1999:36).



BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Dasar Terjadinya Sengketa Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan

Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan

Kebakaran hutan yang menimpa hampir seluruh wilayah hutan Indonesia
terjadi sepanjang tahun 1997 sampai dengan 1998. Wilayah yang terbakar umumnya
dengan luasan terbesar terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Penyebab
kebakaran cukup beragam, namun yang paling besar faktor penyebab kebakaran
tersebut adalah manusia dalam hal ini perusahaan-perusahaan sektor kehutanan dan
perkebunan. Tidak kurang dari 176 perusahaan sektor tersebut diindikasikan oleh
Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagai penyebab kebakaran hutan dan
lahan sepanjang tahun 1997-1998. Dari jumlah tersebut 133 perusahaan adalah
bergerak di sektor perkebunan, 28 perusahaan hutan tanaman industri, dan 15
perusahaan bergerak pada bidang pembukaan lahan untuk
transmigrasi(Walhi, 1998:5).

Sebelum menginjak lebih jauh dalam membahas hal-hal yang mendasari
terjadinya sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara, maka
penulis  perlu mengemukakan beberapa hal tentang ketentuan-ketentuan yang
mengikat bagi pengusahaan dibidang perkebunan. Proses awal yang harus dilakukan
seseorang yang hendak mengusahakan bidang perkebunan ialah harus memiliki
lahan tempat dimana akan diusahakan tanaman perkebunan. Berkaitan dengan
penyediaan tanah int maka acuan pasal 29 UUPA harus ditaati, dimana disebutkan
bahwa HGU dapat diberikan selama 25 tahun atau paling lama 35 tahun dengan luas
tanah minimal 5 hektar sampai dengan 25 hektar dan apabila lebih harus disertai
dengan kecakapan modal usaha. HGU dapat diberikan atas tanah hutan apabila status

tanah yang diminta berada dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) dan
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sesual pula dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP). Ketentuan-
ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian,
dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 364/Kpts.11/90, No. 519:’Kpts/Hk.dSO/Q(),
No. 23-VIILII/1990 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna
Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian harus ditaati dan dilaksanakan oleh
pengusaha untuk mendapatkan hak atas tanah yang akan dijadikan tempat usaha.
Selain itu pengusaha juga harus mendapatkan persetujuan prinsip usaha perkebunan
dart Menteri Pertanian. Setelah permasalahan pertanahan dan 1jin prinsip usaha
diselesarkan barulah usaha perkebunan dapat mular dijalankan.
Sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten
Kotabaru melibatkan 106 warga masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Adat
Davak Samihim dengan 7 perusahaan perkebunan kelapa sawit. 106 masyarakat
tersebut merupakan warga desa Bepara, Sekayu Baru, Kalian, Tamiyang, Mangka,
Bakau, Harapan Baru, Balaimea, dan Binturung Kecamatan Pamukan Utara,
sedangkan ketujuh perusahaan masing-masing juga berada diwilayah Kecamatan
Pamukan Utara (PT. Laguna Mandiri [-I1-111, PT. Langgeng Muara Makmur II-111, PT.
Swadaya Andika 11, dan PT. Paripurna Swakarsa). Berdasarkan ketentuan dasar
pengusahaan bidang perkebunan maka masing-masing perusahaan tersebut telah
memiliki tanah dengan status Hak Guna Usaha dan persetujuan prinsip usaha
perkebunan sebagai berikut
I PT Laguna Mandiri I-1I-1IT : sertifikat HGU No.13 tanggal 01 Desember 1997 dan
SK. Menteri Pertanian No. HK.350/E.4.72/01.90 tentang persetujan prinsip usaha
perkebunan kelapa sawit, karet dan kelapa hibrida,

2. PT. Langgeng Muara Makmur II-11T : sertifikat HGU No.12 Tanggal 01 Desember
1997 dan SK. Menteri Pertanian No. Hk. 350/E.4.71/01.90 tentang persetujuan

prinsip usaha perkebunan kelapa sawit, karet, dan kelapa hibrida;



-~

3. PT. Panipurna swakarsa : sertifikat HGU No. 14 Tanggal 01 Desember 1997 dan
SK Menteri Pertanian No. Hk.350/E.4.70/ 01.90 tentang persetujuan prinsip usaha
perkebunan kelapa sawit, karet, dan kelapa hibrida;

4. PT. Swadaya Andika Il : sertifikat HGU No. 15 Tanggal 01 Desember 1997 dan

SK. Menteri Pertanian No. Hk.350/E.4.141/02.90 tentang persetujuan prinsip

usaha perkebunan kelapa sawit, karet, dan kelapa hibrida.

Kelengkapan usaha lainnya yang juga telah dipenuhi oleh ketujuh perusahaan
tersebut adalah berkaitan dengan Surat [jin Usaha Perdagangan, Rencana Pengelolaan
lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Kewajiban lain
vang masih harus dipenuhi oleh perusahaan adalah berkaitan dengan usaha
perlindungan hutan, tata cara pembukaan lahan tanpa pembakaran dan ketentuan-
ketentuan lain yang berlaku umum seperti perlindungan lingkungan.

Berkaitan langsung dengan permasalahan kebakaran dalam usaha perkebunan
maka dalam pertimbangan SK. Dirjen Perkebunan No. 38/KB.110/SK/D7.BUN/05.95
mengisyaratkan bahaya kebakaran yang dapat mengakibatkan pencemaran dan
Kerusakan lingkungan perlu diupayakan penanggulangannya. Selanjutnya disebutkan
pula bahwa pembukaan lahan dengan cara pembakaran dapat menimbulkan dampak
vang negatif seperti gangguan asap, oleh karena itu cara pembukaan lahan hutan dan
semak belukar untuk lahan perkebunan harus meﬁgikuti tehnik membuka lahan tanpa
membakar.

Berdasarkan catatan masyarakat, terjadinya kebakaran hutan dan lahan di
Kecamatan Pamukan Utara selama bulan Juli sampai dengan November 1997 adalah
discbabkan dari sumber api yang berasal dari areal perkebunan 7 perusahaan yang
ada diwilayah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

I Tanggal 27 Juli 1997 | sumber api berasal dari areal perkebunan milik PT. Laguna

Mandiri I didaerah RT.02 Desa Sekayu Baru Kecamatan Pamukan Utara;
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Tanggal 6 Agustus s/d 30 Oktober 1997 sumber api berasal dari areal perkebunan

P1. Laguna Mandiri [ didaerah RT.03 Desa Bepara,;

- Tanggal 17 Agustus s/d 30 September 1997 sumber api berasal dari areal PT.

Laguna Mandiri | di Desa Bepara dan Mangka;

- Tanggal 11 s/d 19 September 1997 sumber api berasal dari areal PT. Laguna

Mandirt IT di RT.06 desa Bepara;

- Tanggal 15 September 1997 sumber api berasal dari areal PT. Laguna Mandiri [

di daerah RT 01 Desa Bepara;

Tanggal 16 s/d 17 September 1997 sumber api berasal dari areal perkebunan PT.
Swadaya Andika II didaerah malangkas dan Rangkat RT.02 Desa Bepara;
Tanggal 17 s/d 20 September 1997 sumber api berasal dari areal perkebunan PT.
Laguna Mandiri Il didaerah Sekayu Dalam RT.02 Desa Sekayu baru;

Tanggal 10 s/d 20 September 1997sumber api berasal dari areal perkebunan PT.
Swadaya Andika Il diwilayah Desa Kalian;

Tanggal 27 s/d 29 September 1997 sumber api berasal dari areal PT. Langgeng
Muara Makmur 111 di daerah Desa Tamiyang;

- Tanggal 29 Oktober 1997 sumber api berasal dari areal PT. Laguna Mandiri 1]

didaerah Sekayu Luar RT. 01 Desa Sekayu Baru;

. Tanggal 29 Oktober 1997 sumber api berasal dari areal perkebunan PT. Swadaya

Andika Il didaerah Serogok RT. 03 Desa Bakau;

- Tanggal 29 Oktober 1997 sumber api berasal dari areal perkebunan PT. Langgeng

Muara Makmur II didaerah desa Harapan Baru;

- Tanggal 21 November 1997 sumber api berasal dari areal PT. Paripurna Swakarsa

didaecrah Desa Binturung.

Dari catatan yang dibuat oleh masyarakat tersebut kemudian ditindaklanjuti

dengan melakukan tuntutan ganti rugi kepada perusahaan karena asal api adalah dari

arcal lahan  perkebunan milik perusahaan-perusahaan tersebut  sehingga

mengakibatkan kerugian-kerugian masyarakat yang berupa:
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- kehilangan sumber mata pencaharian utama berupa tanaman pangan yang mereka

tanam dilahan mereka;
kehilangan rumah (14 bangunan);
kehilangan sumber mata pencaharian dari hasil hutan;

kehilangan waktu dan kesempatan mengerjakan lahan mereka;

- terganggunya kesehatan akibat asap kebakaran dan usaha selama pemadaman api;

6.

tidak dapat lagi menikmati lingkungan yang baik dan sehat.

Dalam hal ini dimata masyarakat perusahaan harus bertanggung jawab untuk

memberikan ganti rugi sebagaimana dituntut oleh masyarakat.

Tuntutan masyarakat ini secara yuridis sesuai dengan rumusan pasal 1365

KUHPerdata dan Pasal 35 ayat (1) UUPLH, dimana pada intinya mengharuskan

pelaku usaha atau kegiatan memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan

dari usaha dan kegiatannya. Lebih lanjut dalam pemahaman pasal 35 ayat (1) UUPL.H

maka scharusnya tuntutan ganti rugi harus direalisasikan begitu terjadi kebakaran

tersebut sebagai konsekuensi atas tingkat resiko usaha yang dijalankan.

Usaha masyarakat dalam upaya mendapatkan ganti rugi telah dilakukan melalui

upaya-upaya damai dan diluar jalur pengadilan dengan meminta bantuan pihak-pihak

terkait, diantaranya adalah :

1.

S

Pada tanggal 11 Agustus 1997, beberapa warga masyarakat wilayah RT. III
Buntar desa Bepara telah menulis surat kepada Pimpinan PT. Laguna Mandiri
yang intinya memohon kebijaksanaan perusahaan atas jasa dan ganti rugi kepada
penggugat karena selama kebakaran berlangsung warga tidak dapat bekerja
mencari nafkah karena harus memadamkan api dan membuat rintisan pembatas
untuk mencegah meluasnya api;

Tanggal 19 September 1997 dengan diwakili oleh Iceng Awal dan Sikun menulis
surat kepada Bupati KDH Tk. 11 Kotabaru, Ketua DPRD Dati II Kotabaru, dan
Kakan Depsos Dati Il Kotabaru yang berisi laporan kebakaran didesa Bepara RT.

I s/d 6 dan di Desa Sekayu Baru, dan memohon agar Pemerintah dan DPRD



dapat menyelidiki  penyebab kebakaran dan menindaklanjutinya, serta
memberikan bantuan sosial bagi yang mengalami kerugian; :

3. Tanggal 25 Agustus 1997 mengadakan pertemuan dengan gabungan Komisi
DPRD Dati 1I Kotabaru dengan kesimpulan sumber api yang menyebabkan
kebakaran hutan dan lahan berasal dari areal perkebunan milik 7 perusahaan yang
ada diwilayah tersebut.

Namun usaha-usaha yang dilakukan masyarakat sebagaimana disebutkan diatas
tidak mendapatkan perhatian serius dari ketujuh perusahaan perkebunan yang ada,
schingga tuntutan ganti kerugian atas kehilangan rumah, kebun, dan sumber mata
pencaharian lain tidak dapat diperoleh oleh masyarakat.

Pihak perusahaan sendiri seolah-olah bersikap tidak mau tahu atas kerugian
vang menimpa masyarakat dengan terjadinya kebakaran yang apinya bersumber dari
arcal perkebunan mereka. Asumsi perusahaan berpijak pada terjadinya kebakaran
sclama kurun waktu tersebut merupakan bencana nasional yang dialami hampir
scluruh wilayah Indonesia akibat gejala El Nino. Sehingga perusahaan mengeluarkan
pernyataan bahwa mereka tidak dapat dikenakan tanggungjawab atas kebakaran yang
terjadi selama bulan Juli hingga November 1997 tersebut karena perusahaan tidak
melakukan pembakaran atas areal perkebunannya. Perusahaan juga menyatakan
mengetahut kewajiban atas perlindungan hutan sebagaimana diatur dalam PP No.28
tahun 1985 dan telah melakukan upaya pembukaan lahan perkebunan tanpa
membakar sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Perkebunan.

Walhi dalam Tanah Air No.5/Th XVIII/1998 menyatakan :"Gejala El Nino
yang mengakibatkan kekeringan luar biasa memang bisa menjadi penyebab
timbulnya kebakaran, namun api sendiri tidak secara otomatis muncul tanpa ada
campur tangan manusia. Sehingga sangat absurd menjadikan El Nino sebagai
penyebab kebakaran hutan™.

Sebagaimana diungkapkan oleh Kusumaatmaja (1997:37) bahwa lebih parah

lagi adalah adanya pandangan yang sedemikian meluas dimana masyarakat



dikambinghitamkan sebagai pelaku pembakaran hutan, dan biasanya inilah yang
digunakan oleh pengusaha- pengusaha dibidang kehutanan dan perkebunan untuk
menghindari tuduhan bahwa mereka yang melakukan pembakaran hutan. Padahal
perlakuan masyarakat terhadap sumberdaya yang menghidupi mereka tersebut
tidaklah demikian. Dicontohkan bahwa masyarakat peladang berdasarkan survei di
Riau pada bulan Mei-Juni menempati peringkat buncit sebagai penimbul asap, yakni
2% (Apnil), 5.3%(Mei), dan 4%(Juni). Titik api lebih banyak berasal dari areal
perkebunan, yaitu 90%(April), 68,4%(Mei), dan 87%(Juni).

Dengan asumsi masing-masing pihak masyarakat dan pihak perusahaan maka
konflik terhadap kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kerugian pada
pthak masyarakat terus berlangsung. Dengan pertimbangan kerawanan sosial yang
akan muncul maka pihak perusahaan dan masyarakat telah melakukan upaya
perundingan demi menghentikan kondisi tersebut.

Hal kerawanan yang dapat timbul akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut
sangat mungkin pula dipengaruhi oleh asumsi yang lebih mendasar dari masing-
masing pihak yang selalu melekat sejak awal, sebagaimana diungkapkan oleh
Gunawan.dkk(1998:8) :

“Pelaku modernisasi, dalam hal ini diwakili oleh pemegang HPH dan negara,
mempunyai asumsi bahwa tatanan budaya lokal merupakan hambatan untuk
menciptakan  kemajuan, terutama untuk memupuk surplus dari hasil hutan.
Akibatnya mereka menganggap masyarakat adat sudah tidak ada lagi >.
Selanjutnya dikatakan pula :

© Di pihak lain, oleh masyarakat adat, industrialisasi kehutanan dengan segenap
logika dan aparatusnya dianggap sebagai interventor yang menghilangkan hak adat
dan penyebab disintegrasi sosial dalam ikatan adat mereka”.

Sebagaimana ditulis dalam Buletin Tanah Air No. 6/TH XVIII/1999 dari
kesepakatan yang dibuat antara pihak masyarakat dan ketujuh perusahaan, maka

pihak perusahaan menyatakan tidak dapat dikenai tanggungjawab atas kerugian yang
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ditmbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama periode bulan Juli
hingga November 1997,
Selebthnya perusahaan sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut

I menghentikan perluasan lahan,

[~

memberikan ganti rugi lahan,

uJ

memberikan ganti rugi tanam tumbuh,

4. melakukan pemugaran lokasi-lokasi kuburan,

N

mengadakan upacara adat terhadap pelanggaran Adat Samihim,
6. memberikan bantuan kepada 10 desa kawasan Samihim setiap bulan,

7. membangun fasilitas umum disemua wilayah desa,

=«

membuka sawah/kebun baru untuk masyarakat,
9. mengembalikan hak masyarakat samihim setelah HGU perusahaan usai (hak
atas tanah),dan
10, membuat kesepakatan-kesepakatan dengan ELMASUS (Lembaga masyarakat
Adat Samihim Ombulan Sorang) untuk mengelola peluang pengembangan
eckonomi. (Walhi, 1999:29).

Dart  kesepakatan akhir vyang dibuat tersebut maka pihak masyarakat
bagaimanapun tidak mendapatkan ganti rugi akibat kebakaran hutan dan lahan yang
terjadi selama kurun waktu yang cukup lama, sehingga masyarakat tetap melakukan
usaha untuk mendapatkan ganti rugi. Upaya akhir yang dilakukan masyarakat dalam
mendapatkan ganti kerugian lebih lanjut adalah melalui jalur hukum sebagai pilihan
akhir. Pilihan penyelesaian ini juga diisyaratkan oleh perusahaan untuk dilakukan
masyarakat mengingat perusahaan melihat bahwa hanya pengadilan yang mampu
menyelesaikan permasalahan tanggung jawab ganti rugi tersebut.

Hal sengketa ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan gugatan melalui
PN Kotabaru oleh 106 masyarakat warga Kecamatan Pamukan Utara, yang
didaftarkan melalu kepaniteraan pengadilan dengan nomor register 09/Pdt.G/1998/
PN Kotabaru.
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3.2 Bentuk-Bentuk Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Terjadinya Kebakaran
Hutan dan Lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru
Propinsi Kalimantan Selatan

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa kerugian akibat
perbuatan melawan hukum terbagi dalam dua bentuk, yaitu :

I. kerugian materiil, dan

2. kerugiaan idnl(immateril).

sedangkan unsur-unsur kerugian akibat wanprestasi meliputi tiga unsur yaitu : biaya,

kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan. Terhadap kebakaran

hutan dan lahan yang menimpa hampir seluruh wilayah Indonesia, perhitungan
mengenai kerugian yang ditimbulkan dapat dibagi dalam tiga bentuk, yaitu

1. kerugian materiil,

I~

. kerugian immateriil(idiil),dan

-

3. Kerugian atas biaya pemulihan lingkungan.

Berbagi perhitungan kerugian yang dapat dilakukan beberapa pihak
sebagaimana CIFOR (1997) yang dimuat dalam Tanah Air No.7/TH/XVIII/1999
menyebutkan : "Kebakaran hutan tahun 1997/1998 adalah bencana ekologi terbesar
didunia”. Menurut WWF/EEPSEA, luas lahan belukar, kebun rakyat dan hutan yang
terbakar mencakup 5 juta hektar, dengan kerugian langsung dari bulan Agustus —
Desember 1997 saja sebesar US$ 3,1 milyar, dan akibat asap US$ 1,4 milyar.
Ditambah kebakaran tahun 1998, total kerugian mencapai US$ 9 milyar (Tanah
Air,1999:13-14), Sementara pemerintah hanya mengakui terbakarnya lahan dan hutan
seluas 380.000 hektar”. Apabila dihitung dalam rupiah dengan kurs Rp. 8.000.- maka
total kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan yang langsung dialami oleh

masyarakat adalah senilai Rp. 72.000.000.000.000,- ( tujuh puluh dua bilyun rupiah).

Suatu nilai yang fantastis dalam perekonomian, namun hal ini masih tidak membuat



bangkitnya proses penegakan hukum dengan masih berlakunya ijin usaha bagi
perusahaan yang dindikasikan sebagai penyebab kebakaran. 7

Sebagai catatan pihak-pihak tertentu juga memperkirakan tidak kurang dari 10
Juta hektar hutan hangus dipanggang api selama periode Juni 1997 sampai dengan
Maret 1998. Emisi dari vegetasi yang terbakar di Sumatera dan Kalimantan
terakumulast  diatmosfir, menyebar dan memenuhi sampai langit negara-negara
tetangga (Walhi,1999:21). Diberitakan pula tercatat 300 juta orang terpengaruh oleh
asap kebakaran yang menutupi areal seluas 3 juta hektar meliputi negara-negara
diluar Indonesia, yaitu : Filipina, Thailand, dan Australia. Asap kebakaran yang
terukur paling parah adalah dikota Palembang dengan indeks polusi udara mencapai
800. Setara dengan menghisap 4 bungkus rokok tiap hari. Sepanjang September
1997-Agustus 1998, sebanyak 4,5 juta KK telah kehilangan 1,16 triliun rupiah setiap
bulannya atau setara dengan 14 triliun selama satu tahun. Kerugian tersebut belum
termasuk kerusakan dan musnahnya aset berupa kebun, hutan dan lahan-lahan
pertanian (Walhi,1999:21).

Untuk wilayah Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan perhitungan Walhi
vang dimuat dalam Tanah Air No.7/Th XVIII/1999 diperkirakan kerugian langsung
yang menimpa masyarakat tidak kurang dari Rp.231.788.000.000,-(dua ratus tiga
puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah). Sedangkan kerugian
matertil yang dialami oleh masyarakat di Kecamatan Pamukan Utara sebesar
Rp.813.788.780.- (delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu
tujuh ratus delapan puluh rupiah).  Rincian kerugian materiil 106 masyarakat
Kecamatan Pamukan Utara adalah dalam bentuk sebagai berikut :

I. Kehilangan tanaman;

(R]

. Kehilangan Pendapatan;

)

. Pengalihan Kerja untuk pemadaman api;

i =

. Kehilangan rumah



Kerugian immateriil masyarakat yang diakibatkan hilangnya lingkungan hidup
vang baik dan schat, gangguan kesehatan, munculnya keresahan dan
ketidaktenteraman, dan bentuk-bentuk lainnya dihitung dalam nominal sebesar
Rp.106.000.000.000,-(seratus enam milyar rupiah). Besarnya nilai tersebut
merupakan nilai yang sangat relatif dan sulit diperhitungkan, penilainnya berdasarkan
subycektifitas orang yang merasa dirugikan atas perbuatan tertentu, dan hal ini sangat
wajar diberikan nilai yang sangat tinggi karena sebenarnya hal-hal tersebut tidak
dapat digantikan dalam bentuk apapun kepada masyarakat.

Bentuk  kerugian lain yang dialami oleh masyarakat adalah dalam hal
pemulihan kondisi lingkungan dan waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan tersebut
selama kurun waktu yang cukup lama dihitung mencapai angka nominal
Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah), angka ini diperhitungkan dari aset
hutan berupa rotan, buah-buahan, sarang lebah madu dan hewan-hewan buruan
sebagal mata pencaharian masyarakat yang harus dilakukan upaya pemulihan, serta
keadaan lingkungan hidup yang kondusif dalam mendukung kehidupan masyarakat.
Pemulihan kondisi lingkungan berarti memulihkan kondisi kehidupan didalam suatu
ckosistem dengan waktu yang cukup lama dan resiko berubahnya ekosistem yang
ada tidak seperti semula. Atau dengan kata lain ekosistem tidak dapat seperti kondisi
semula secara utuh.

Dalam Tanah Air No. 7/TH.XVIII/1999 menyebutkan bahwa kebakaran hutan
dan lahan telah menghancurkan tatanan perekonomian masyarakat dan merubah pola
kahidupan. Dampak-dampak yang menyebabkan hancurnya kelembagaan ekonomi
lokal masyarakat, antara lain :

I Punahnya aset SDA milik masyarakat atau telah diusahakan secara turun temurun,
seperti karet, kopi, rotan, tanaman pangan dan buah-buahan lainnya. Dengan
punahnya aset masyarakat, maka krisis rawan pangan merupakan dampak

lanjutan yang harus dihadapi masyarakat;
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- Terjadi perubahan signifikan pada struktur ketenagakerjaan, yang dapat dilihat

dari alih profesi kerja, meningkatnya pengangguran, migrasi ke daerah yang tidak

terbakar dan urbanisasi kekota.

- Timbul konflik sosial pada masyarakat terutama antara warga sekitar kawasan

hutan dengan pendatang, yang dianggap sebagai penyebab kebakaran hutan dan
lahan yang memusnahkan aset mereka.

Dari berbagai kerugian tersebut maka yang perlu dicermati bahwa kebakaran
vang dapat memusnahkan wilayah hutan tropis di Indonesia sangat
mengkhawatirkan dapat mengakibatkan perubahan global kehidupan di muka
bumi, gejala yang muncul saat ini adalah adanya El-Nino dan La-Nina, Seperti
diungkapkan oleh Guppy (dalam Mackinnon dkk,1993:7) menyatakan bahwa:
“apabila kerusakan ini tidak dicegah lebih lanjut, kepunahan sektor planet kita
yang tidak dapat diganti ini terjadi hanya dalam kurun waktu 72 tahun”. Bentuk-
bentuk kerugian lain yang dapat diungkapkan adalah adanya perubahan iklim dan
musim. Pakar meteorologi Winarso (Kompas,2000) mengungkapkan bahwa
“pembakaran yang berlanjut akan menyebabkan kabut asap semakin pekat,
sehingga mengganggu pemanasan ‘matahari ke permukaan bumi. Hal ini
menyebabkan kurangnya penguapan di wilayah pengairan, akibatnya awan dan
hujanpun tidak terjadi”. Hal tersebut akan menyebabkan perubahan iklim/musim
di muka bumi dan mempengaruhi waktu bercocok tanam secara menyeluruh
terhadap daerah yang tertutup kabut asap, sehingga kerugian dari perubahan
tersebut akan berdampak pula terhadap pendapatan perekonomian secara
keseluruhan dan kehidupan umat manusia dimuka bumi. Hal yang hampir serupa
diungkapkan oleh Navarno(Simpul Jaringan, 2000:11): “Ditingkat global,
perubahan iklim merupakan faktor lingkungan yang paling berdampak terhadap
kemanusiaan. Bila kita tidak mampu menghentikan perubahan iklim, perubahan
iklim akan menghentikan peradaban kita”. Padahal sumber pangan didunia

seluruhnya adalah bergantung pada hutan, perikanan, dan lahan pertanian- “Even
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more fundamental, food supplies depend on forest, fisheries, and agricultural
land”(Kneese, 1995).

Mencermati kebakaran yang terjadi di Kecamatan Pamukan Utara maka selain
kerugian materiil dan idiil, kerugian atas pemulihan kondisi lingkungan patut
diperhitungkan lebih lanjut. Hal ini mengingat bahwa tidak hanya wilayah di
Kecamatan Pamukan Utara yang akan terkena dampak dari kebakaran hutan dan

lahan tersebut melainkan seluruh lingkungan hidup di bumi.

3.3 Bentuk Penyelesaian Terbaik Yang Dapat Diterapkan Dalam Sengketa
Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten

Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan

Didalam pasal 30 ayat (1) UUPLH menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa
lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan, maupun diluar pengadilan
berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Disini berarti terdapat
kebebasan para pihak untuk memilih cara terbaik dalam menyelesaikan sengketa
vang terjadi diantara mereka.

Apabila dilthat kembali hukum acara perdata dalam proses berperkara maka
didapati upaya hakim untuk mendamaikan para pihak terlebih dahulu . Hal ini
menunjukkan  kecenderungan sistem hukum Indonesia yang mengarah pada
penyelesaidn sengketa perdata diluar pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan di wilayah hukum
Indonesia selama ini banyak dijumpai berbagai kekurangan dan ketidakefektifan,
sechingga mempengaruhi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
peradilan sebagai pilihan menyelesaikan sengketa yang mereka alami. Seperti
diungkapkan Thomas J. Harron yang dikutip oleh Wijoyo (1999:92): “Masyarakat
sudah jemu mencari penyelesaian sengketa melalui litigasi (badan peradilan). Mereka

tidak puas atas sistem peradilan (dissatisfied with the judicial system). Mengapa ?
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Cara penyelesaian sengketa yang melekat pada sistem peradilan sangat bertele-tele
(the delay inherent in a system) dengan cara-cara yang sangat merugikan :

- buang-buang waktu (a waste of time),

- biaya mahal (very expensive),

- mempermasalahkan masa lalu, bukan menyelesaiakan masa depan,

- membuat orang bermusuhan (enemy),

- melumpuhkan para pihak (paralyzes people)”

Dalam sistem peradilan di Indonesia, penyelesaian sengketa lingkungan
berkisar antara 5 — 20 tahun. Seperti diungkapkan oleh Wijoyo(1999:88) : * Tempo
tahapan penyelesaian sengketa terpola bervariasi secara hirarkhis, pada peradilan :
tingkat pertama : 1-2 tahun, banding : 1-2 tahun, kasasi : 1-3 tahun, dan peninjauan
kembali : 2-3 tahun. Kelambatan itu sulit dihilangkan sebab semua perkara, diajukan
banding dan kasasi”. Realita kelambanan badan peradilan dalam menyelesaikan
sengketa ini menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan oleh satu pihak seringkali
melampaui nilai kemenangan. Dan tentu tidak dapat dipungkiri proses litigasi dalam
acara perdata yang menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, tidak
terlaksana dalam proses peradilan perdata selama ini.

Hal yang serupa diungkapkan pula oleh Mertokusumo(1993:27), bahwa :
tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak
datang atau para pthak bergantian tidak datang atau minta mundur”. Selanjutnya
diungkapkan bahwa adanya kenyataan bahwa peradilan tidak tanggap terhadap
kepentingan umum dan sering memberi perlakuan tidak adil, memberi keleluasaan
kepada institusi-institusi besar dan orang-orang kaya sambil menafikan orang-orang
biasa dan miskin. Bukan merupakan rahasia bahwa badan peradilan di Indonesia

sangat diragukan independensinya, ditambah lagi dengan berbagai hal yang berkaitan

korupsi, kolusi dan nepotisme yang seringkali mempengaruhi hasil keputusan.
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Kekurangan-kekurangan lain yang melekat pada sistem peradilan Indonesia
Juga berkaitan dengan biaya berperkara dipengadilan. Adanya biaya yang harus
dibayarkan dalam jumlah tertentu tersebut sangat menyulitkan seseorang dalam
berperkara di pengadilan. Kemudian dampak lain atas adanya biaya perkara
mempengaruhi sulitnya penyelesaian-penyelesaian sengketa yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat Indonesia. Harahap (dalam Wijoyo, 1993:90) menyatakan:

* Rakyat miskin dan rakyat biasa sering tidak mendapatkan pelayanan yang wajar,
karena mereka tidak mampu membayar biaya perkara dan biaya pengacara.
Memang kewajiban membayar perkara merupakan syarat formal yang dilekatkan
dalam proses berperkara. Namun syarat inilah yang menjadi penghalang bagi
rakyat biasa mendapat pelayanan yang wajar dari pengadilan. Ketidakmampuan
mereka membuat peradilan tidak memperdulikan perkosaan yang terjadi atas diri
rakyat biasa. Atau kekurangpedulian bisa terjadi apabila rakyat biasa didampingi
pengacara. Disebabkan mahalnya biaya pengacara, jarang rakyat kecil yang
mampu membayarnya. Terpaksa dia tampil sendiri tanpa didampingi pengacara,
padahal sama sekali dia buta hukum. Dalam keadaan seperti itu, jarang pengadilan
yang tanggap melayani orang tersebut dengan layak dan manusiawi™.

Dengan  berbagai kekurangan dalam sistem peradilan inilah akhirnya
masyarakat mulai beralth mencari mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih
mudah dapat mereka usahakan dan dalam waktu yang relatif singkat, serta biaya yang
tidak memberatkan. Berbagai cara dan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan
melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan) selanjutnya dikenal dengan istilah
penyelesaian sengketa alternatif ( Alternative Disputes Resolution-ADR ). Didalam
ADR terdapat berbagai mekanisme penyelesaian, sebagaimana disebutkan dalam bab
sebelumnya beberapa mekanisme yang telah dilakukan dalam menyelesaikan
sengketa lingkungan hidup adalah :

1. negosiasi,

3

mediasi,

(%)

. pencari fakta,

=

konstliasi, dan

Lh

arbitrasi
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Masing-masing mekanisme ADR memiliki karakteristik yang melekat dalam

proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Karakteristik dari mekanisme

masing-masing penyelesaian sengketa alternatif tersebut adalah sebagai berikut :

/i

Negosiasi

merupakan perundingan yang langsung dilakukan oleh pihak bersengketa;
tidak ada perantara;

pihak-pihak bisa didampingi pengacara atau pihak lain sebagai satu pihak;
kontrol penyelesaian dilakukan oleh pihak-pihak atas prinsip sama-sama
menang;

secara yuridis, hasil negosiasi tidak mengikat;

pemenuhan hasil negosiasi bergantung itikad baik masing-masing pihak.

2. Mediasi

merupakan perundingan dengan perantara pihak ketiga netral vang disebut

mediator;

- penunjukan mediator harus mendapatkan persetujuan masing-masing pihak

[

bersengketa;

mediator bersifat aktif dalam memberikan bantuan perantaraan;

bantuan mediator bersifat substantif dan prosedural;

mediator dapat memberikan saran kepada pihak-pihak;

otoritas pengambilan keputusan berada dilaﬁgan pihak-pihak bersengketa;

hasil kesepakatan pelaksanaannya bergantung itikad baik masing-masing pihak;
adanya kepuasan substantif, prosedural, dan psikologis dari masing-masing
pihak.

. Konsiliasi

- konsiliator yang ditunjuk bersifat pasif (prosedural);

konsihator berfungsi memberikan bantuan bentuk-bentuk penyelesaian yang

dapat disepakati oleh para pihak;



4.

49

apabila kesepakatan dicapai maka status konsiliator dapat berubah menjadi
arbiter, _
penyelesaian dalam bentuk kesepakatan menjadi sebuah akta perjanjian yang

bersifat final dan binding, serta memiliki kekuatan eksekutorial.

Pencari faktu

pencari fakta bertugas mengumpulkan bahan-bahan dan keterangan-keterangan
vang berkaitan dengan sengketa yang terjadi antara pihak-pihak

pencari fakta merupakan pihak-pihak netral dan imparsial yang ditunjuk dan
disepakati para pihak;

pencari fakta melakukan analisis dan evaluasi terhadap bahan-bahan dan
keterangan-keterangan yang didapat guna memperjelas hal yang disengketakan
para pthak;

memberikan rekomendasi pemecahan masalah:;

pencari fakta didayagunakan dalam proses negosiasi dan mediasi.

S. Arbitrase

merupakan penyerahan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga netral yang
memiliki kewenangan memutuskan(arbiter);

pihak-pihak menyepakati untuk memberikan kewenangan penyelesaian secara
penuh kepada arbiter melalui perjanjian yang jelas dan sah;

keputusan bersifat final dan mengikat secara hukum pihak yang bersengketa;
prosedur pelaksanaan arbitrase telah diatur dalam undang-undang (UU No.30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa).

Dari karakteristik penyelesaian sengketa alternatif diatas maka penulis

berpendapat bahwa penyelesaian yang baik bagi sengketa lingkungan yang terjadi di

Indonesia sebenarnya adalah melalui arbitrase. Kelebihan-kelebihan dari mekanisme

ADR Arbitrase adalah prosedur pelaksanaanya yang jelas karena telah diatur dengan



undang-undang (UU No. 30 Tahun 1999) dan keputusan yang diambil oleh arbiter
merupakan keputusan yang final dan memiliki kekuatan eksekutorial, serta tidak
dapat dipermasalahkan lagi melalui pengadilan. Kekuatan hukum atas keputusan
arbitrase memiliki kepastian hukum, sama halnya keputusan akhir yang dibuat oleh
lembaga tertinggi peradilan umum. Namun demikian terdapat satu kekurangan yang
mendasar dari mekanisme ADR Arbitrase ini adalah adanya pihak yang merasa kalah
dan dirugikan atas keputusan yang dibuat oleh arbiter sehingga rasa permusuhan
tidak dapat dihilangkan antara para pihak, sama halnya yang didapati ketika
menerima  sebuah keputusan dari pengadilan, sehingga masih memungkinkan
terjadinya sengketa dan permusuhan lanjutan. Akan halnya hak ingkar yang dimiliki
para pithak juga dapat menyebabkan keputusan yang dibuat oleh Arbiter dapat
dipermasalahkan apabila alasan-alasan dalam hak ingkar tersebut dapat dibuktikan
dan diterima.

Dalam penyelesaian sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan
Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru, alternatif penyelesaian terbaik yang dapat
diupayakan dan dilakukan adalah melalui mekanisme ADR-Mediasi. Dengan
melakukan upaya mediasi maka akan didapatkan oleh para pihak sebuah kesepakatan
yang dirasakan sebagai kemenangan masing-masing pihak. Salah satu pihak tidak
merasa Kalah, akan memudahkan pelaksanaan dari kesepakatan yang dibuat. Hal ini
sangat penting mengingat selain daripada mekanisme ADR-Arbitrase resiko
dipermasalahkannnya atau tidak dilaksanakannya keputusan yang disepakati melalui
mekanisme yang dilakukan tersebut merupakan resiko terbesar yang harus dihadapi
para pthak bersengketa atas kesepakatan yang dibuat.

Dengan adanya kepuasan secara substantif, prosedural, dan psikologis akan
meminimalisasi rasa permusuhan, pengeluaran biaya, waktu yang harus disediakan,
dan menghilangkan itikad buruk masing-masing pihak dalam melaksanakan hasil
Kesepakatan. Masyarakat yang merasa dirugikan dan pihak perusahaan yang merasa

bukan penanggung jawab penyebab kebakaran kemungkinan besar akan menemukan
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kesepakatan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak dengan bantuan mediator
yang ditunjuk, serta melaksanakan kesepakatan yang dibuat tersebut dengan itikad
vang baik.

Seperti diungkapkan oleh Wijoyo (1999:102), bahwa dalam proses mediasi
secara ideal akan memberikan kepuasan substantif, prosedural, dan psikologis
karena:

I. Kepuasan substantif berhubungan dengan kepuasan khusus dari para pihak
bersengketa, misalnya : terpenuhinya ganti kerugian berupa uang, ataupun

Jalannya perundingan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif tepat.

{2

- Kepuasan prosedural terjadi dengan didapatkannya kesempatan yang sama dalam
menyampatkan  gagasannya sclama berlangsungnya perundingan atau karena
adanya kesepakatan yang diwujudkan kedalam perjanjian tertulis untuk

dilaksanakan.

I

- Kepuasan psikologis menyangkut tingkat emosi para pihak; yang terkendali, saling
menghargai, penuh keterbukaan serta dilakukan dengan sikap positif dalam
memelihara hubungan pada masa-masa mendatang.

Dengan pertimbangan-pertimbangan minimalnya resiko yang mungkin timbul
terhadap jalannya proses penyelesaian dan pelaksanaan hasil kesepakatan maka
scharusnya ketika terjadi sengketa dan ketidaksamaan pendapat antara 106
masyarakat dengan 7 perusahaan di kecamatan Pamukan Utara disepakati upaya
penyelesaian melalui mekanisme Mediasi sebagai upaya terbaik. Perbandingan yang
dapat menggambarkan kelebihan proses penyelesaian sengketa kebakaran hutan dan
lahan melalui mekanisme Mediasi adalah upaya-upaya yang telah dilakukan
masyarakat dengan melakukan negosiasi langsung dengan pihak perusahaan yang
ternyata tidak menemukan kesepakatan yang mengarah pada inti sengketa. Demikian
pula melalui upaya litigasi di Pengadilan Kotabaru yang memakan waktu cukup lama

ternyata keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim masih belum mempunyai
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kekuatan hukum tetap karena telah ada upaya banding dari pihak perusahaan sebagai

pihak yang dikalahkan dalam keputusan tersebut.

3.4 Analisis/ Kajian

Masalah kebakaran hutan dan lahan dewasa ini sangat populer karena rumitnya
permasalahan tersebut dalam hal penyelesaiannya. Secara yuridis masalah kebakaran
hutan dan lahan dapat ditegakkan secara pidana, perdata mapun administratif,

Ketentuan pidana dapat ditemukan dalam UUPK (UU No.5/1967 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Hutan-UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan
Kehutanan), UUPLH(UU No.23/1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup) dan
peraturan hukum lainnya seperti Peraturan Pemerintah No. 28/1985 tentang
Perlindungan Hutan. Dalam pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa “peraturan
pelaksanaan dari Undang-undang ini dapat memuat sanksi pidana berupa hukuman
pidana penjara atau kurungan dan/atau denda“. Ketentuan pasal tersebut merupakan
dasar dikenakannya pidana bagi seseorang akibat tidak melaksanakan ketentuan-
ketentuan yang berkaitan dengan bidang kehutanan melalui peraturan-peraturan
pelaksanaan dar UU tersebut.

Dalam UU PLH pasal 41 s/d 44 memuat ketentuan pemidanaan penjara dan
denda kepada pelanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut.
Peraturan-peraturan lain bidang terkait seperti Peraturan Pemerintah No. 28/1985
Tentang Perlindungan Hutan dalam pasal 18 memuat pula ketentuan pidana penjara
dan denda. Bahkan dalam UU PLH pengenaan pidana denda dapat diperberat
sepertiga dari yang ditentukan apabila yang melakukan tindak pidana bukan orang
perseorangan.

Dengan adanya peraturan yang memuat ketentuan pidana ini seharusnya upaya
penegakan hukum dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Adanya kesulitan-

kesulitan dalam hal pembuktian tindak pidana pembakaran hutan bukan merupakan
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yang tidak dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki ijin usaha tersebut
dan kerugian-kerugian yang menimpa negara akibat berkurangnya nilai aset berupa
penurunan kualitas tanah dan berkurangnya kekayaan plasma nutfah yang dikuasai.

Apabila sarana penegakan hukum telah tersedia sebagaimana telah disebutkan
diatas, maka proses penegakan hukum pelaksanaannya bergantung pada aparat
penegak hukum dan masyarakat. Lebih mendasar berkaitan dengan kebakaran hutan
dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara, yaitu menyangkut lingkungan hidup dengan
lebth dalam menyangkut bidang kehutanan dan perkebunan sampai dengan saat ini
masih menyimpan konflik berkepanjangan antara pemerintah dengan masyarakat dan
pengusaha dengan masyarakat. Hal yang mendasari adanya konflik berkepanjangan
tersebut merupakan implikasi dari rumusan pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang
menyebutkan tentang kekuasaan negara terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang
berada pada wilayah Indonesia.

Pengejawantahan hak menguasai oleh negara tersebut telah menerbitkan
peraturan-peraturan yang lebih mengarah pada kekuasaan negara terhadap kekayaan
vang dimiliki atas wilayah yang dikuasai, tanpa kecenderungan untuk melakukan
upaya-upaya meningkatkan kemakmuran sebagaimana yang melekat atas penguasaan
yang dilakukan oleh negara. Hak penguasaan oleh negara dijabarkan melalui
pengaturan peruntukan dengan melihat aspek ekonomis yang menguntungkan bagi
negara atas pendapatan yang diperoleh melalui kerjasama dengan pihak-pihak swasta.

Peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh negara seperti UUPA telah
mengesampingkan hak-hak masyarakat atas tanah adat dan menyebabkan hilangnya
kesempatan masyarakat untuk mengusahakan dan mengelola kekayaan atas tanah
tersebut. Setelah lahirnya UUPA peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang-
bidang tertentu yang menyangkut status hak atas tanah harus mengacu pada undang-
undang ini. Sebagaimana dalam UUKH pasal 2 telah membagi hutan dalam 2 bagian
yaitu hutan negara dan hutan milik, dimana hutan selain diatas tanah hak mihk

berada dalam kekuasaan negara untuk kemudian diatur peruntukannya.
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Menurut penulis, konflik-konflik yang berjalan hingga saat ini tersebut harus
mendapatkan  perhatian  dan  penanganan serius. Dampak-dampak yang telah
ditimbulkan akibat peraturan yang ada tersebut secara nyata telah mengakibatkan
kesenjangan kehidupan, terutama dalam bidang perekonomian dan sosial. Rusaknya
tatanan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat harus segera diperbaiki karena
akan memperlambat proses kemajuan perekonomian negara Indonesia. Dan hal
terbaik yang dapat dilakukan adalah menghentikan penyebab terjadinya konflik, yaitu
melalui perubahan-perubahan perbaikan peraturan yang berkaitan dengan bidang
pertanahan, kehutanan, perkebunan, lingkungan hidup dan perusahaan, peningkatan
kemampuan aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dan
upaya perubahan dilakukan harus pula disertai dengan perhituungan yang sangat teliti
berkaitan dengan aspek-aspek yang terkait dengan bidang ini. Dapat dicontohkan
perubahan atas UUPK yang menghasilkan UU No0.41/1999 masih juga belum
menempatkan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya hutan yang menjadi hak
mereka(ulayat).

Kasus kebakaran hutan yang menimpa wilayah hutan dan lahan hampir seluruh
wilayah Indonesia telah mengakibatkan kerugian-kerugian yang sebenarnya secara
nominal tidak dapat diukur, namun untuk memudahkan analisis terhadap nilai
kerugian yang ditimbulkan penulis mengacu pada perhitungan-perhitungan yang
berkompeten dan kapabel seperti EEPSEA, WWF, Walhi dan lembaga lainnya.
Angka Kkerugian materiil berdasarkan perhitungan EEPSEA senilai 72 bilyun
merupakan angka yang fantastis secara ekonomi dan menurut penulis telah mampu
menggambarkan begitu buruknya akibat kebakaran yang terjadi sepanjang tahun
1997-1998 vyang langsung dialami oleh masyarakat. Kerugian tersebut belum
termasuk kerugian immateriil dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk
memulihkan kondisi lingkungan yang belum diperhitungkan. Seharusnya angka
kerugian tersebut sudah selayaknya menggugah para pihak yang berkaitan dengan

pengusahaan bidang-bidang yang beresiko terjadinya kebakaran hutan dan kerusakan



lingkungan untuk menata kembali kebijakan-kebijakan pengusahaan bidang-bidang
tersebut. A

Kerugian yang timbul akibat kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan
Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan yang
diperhitungkan oleh masyarakat senilai Rp.813.780.788,- berupa kerugian materiil
vang langsung dirasakan, menurut pendapat penulis adalah sangat wajar mengingat
Jumlah kerugian tersebut diperhitungkan dari musnahnya tanaman milik penduduk
sebagal sumber mata pencaharian utama, hilangnya rumah dan hilangnya sumber
mata pencaharian lain yang secara nyata dialami oleh masyarakat. Kerugian
immateriil yang sangat relatif ukurannya oleh masyarakat diperhitungkan dengan
angka 106 milyar, juga sangat wajar dan realistis. Sama halnya dengan perhitungan
atas kerugian biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pemulihan kondisi
lingkungan bergantung pada kemampuan menilai kekayaan plasma nutfah yang
hilang dalam lingkungan ekosistem tersebut.

Dalam  mengkaji  keputusan . majelis hakim PN  Kotabaru No.
09/Pdt.G/1998/PN.KTB penulis berpendapat bahwa keputusan hakim vyang
menyatakan pihak tergugat PT. Laguna Mandiri [ - [T — III, PT. Paripurna Swakarsa,
PT. Langgeng Muara Makmur 1I dan III dan PT Swadaya Andika II dinyatakan
bersalah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sudah benar menurut hukum.
Penulis berpendapat bahwa pihak tergugat telah terbukti melakukan perbuatan
sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Lebih lanjut penulis menekankan
pemahaman pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan yang usahanya dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan
penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan
beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung
Jjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar

ganti rugl secara langsung dan seketika saat terjadinya pencemaran dan/atau
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perusakan lingkungan hidup”. Seharusnya pihak perusahaan lebih memahami dan
melaksanakan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal tersebut
pada saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara dengan
memberikan ganti rugi kepada masyarakat senilai dengan kerugian yang diderita oleh
masyarakat, dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan meluasnya areal yang
terbakar serta upaya rehabilitasi lingkungan hidup. Tanpa melalui keputusan
pengadilan perusahaan seharusnya langsung memberikan ganti rugi akibat kebakaran
vang terjadi karena sudah terikat dalam ketentuan pasal 35 UU PLH.

Penulis  juga sependapat dengan majelis hakim PN Kotabaru yang
memerintahkan Tergugat untuk membuat manajemen sistem pengendalian kebakaran
lahan disetiap perusahaan para tergugat dan membuat brigade kebakaran hutan dan
lahan yang layak disetiap perusahaan tergugat guna mencegah kebakaran hutan dan
lahan yang mungkin terjadi kembali sebagai upaya preventif. Dalam hal ini penulis
mendasarkan atas kewajiban atas semua orang terhadap perlindungan hutan
sebagaimana diatur dalam PP No. 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

Keputusan-keputusan lainnya sebagaimana tercantum dalam keputusan PN.

Kotabaru No. 09/Pdt.G/1998/PN.KTB menurut penulis telah benar dan adil, kecuali

keputusan yang berkaitan dengan pemberian ganti rugi kepada masyarakat.

Menurut pendapat penulis saharusnya majelis hakim lebih mempertimbangkan
nilai-nilai kerugian yang dialami secara nyata oleh masyarakat dengan lebih
bijaksana dan benar-benar adil. Tuntutan ganti kerugian senilai Rp.
406.813.718.788,- seharusnya dikabulkan oleh majelis hakim secara penuh. Dasar
pertimbangan penulis dalam mengemukakan pendapat ini adalah sebagai berikut :

I. Bahwa dalam UUPA pasal 15 telah menyebutkan “memelihara tanah, termasuk
menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-
tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan
tanah itu, dengan memperhatikan ekonomis lemah”, jelas-jelas tidak

dilaksanakan oleh ketujuh perusahaan tergugat;
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2. Perusahaan-perusahaan tersebut secara nyata tidak melakukan upaya perlindungan
hutan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5
Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;

5. Tergugat telah mengabaikan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1)
UUPLH, tidak melaksanakan kewajiban memelihara kelestarian fungsi
lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup dan tidak melaksanakan kewajiban pemberian ganti rugi
sebagai tanggung jawab mutlak perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal
undang-undang tersebut,

4. Secara nyata perusahaan melanggar pasal 10 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1985
Tentang Perlindungan Hutan berkaitan dengan kewenangan yang sah melakukan
pembakaran  hutan, dan tidak mengindahkan SK Dirjen Perkebunan No.
38/KB.1110/SK/DJ.BUN/ 05.95 Tentang Petunjuk Teknis Pembukaan Lahan
Tanpa Pembakaran Untuk Pengembangan Perkebunan;

5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti selama proses pengadilan, terbukti secara nyata
bahwa tergugat tidak melakukan upaya-upaya minimalisasi kebakaran di areal
perkebunan milik masing-masing tergugat, dan perusahaan tidak mampu
membuktikan hal-hal yang dapat melepaskan tergugat atas tanggung jawab
memberikan ganti rugi (berkait dengan asas tanggung gugat mutlak- pembuktian
terbalik);

6. Bahwa kerugian secara ekologis terhadap wilayah yang terbakar tidak dapat
dinilai, mengingat keanekaragaman hayati yang musnah dan hilang dalam
ckosistem wilayah tersebut akibat kebakaran tidak mudah untuk dipulihkan
dalam waktu singkat.

Dengan pertimbangan tersebut, selain pemenuhan besarnya ganti rugi penulis
juga berpendapat seharusnya para tergugat diwajibkan untuk melakukan upaya

pemulihan lingkungan terhadap seluruh wilayah yang terbakar dan mengharuskan
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pelaporan terhadap perkembangan pemulihan tersebut kepada pejabat terkait sampai
dengan habisnya masa usaha. Keputusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun
ada upaya hukum dan pengenaan uang paksa seharusnya juga menjadi pertimbangan
majelis hakim mengingat uang paksa tersebut berfungsi untuk kepatuhan
dilaksanakannya keputusan pengadilan, terutama berkaitan dengan pemberian ganti
rugt karena realisast pemberian ganti rugi sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya.

Menyikapi lebih lanjut atas proses penyelesaian sengketa tersebut dengan telah
dikeluarkannya putusan PT Banjarmasin No. 059/Pdt/1999/PT.Bjm, Penulis melihat
adanya kekurang pahaman Majelis Hakim atas peraturan-peraturan yang berkaitan
dengan lingkungan hidup. Pasal 1365 KUHPerdata hanya dilihat secara sempit
dimana ada pengabaian bahwa perbuatan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan
seseorang secara sengaja dan langsung, padahal pasal 1365 merupakan akumulasi
secara lebih luas atas suatu kerugian akibat kelalaian dan perbuatan orang lain yang
menjadi tanggung jawabnya. Apalagi jika dikaitkan dengan ketentuan dalam UUPLH
(pasal 35) mengenai tanggunggugat mutlak, maka pertimbangan bahwa harus
dibuktikan dahulu kesalahan yang dilakukan para tergugat secara pidana yang
digunakan oleh majelis hakim, tidak perlu dilakukan karena akan mementahkan
pengertian perbuatan melawan hukum itu sendiri.

Demikian juga dengan pertimbangan mengenai kegiatan yang dilakukan dalam
pengusahaan sektor perkebunan, Penulis berpendapat Majelis Hakim kwrang cermat
dalam memahami UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan pada
pasal 35 ayat (10). Pemahaman bahwa kegiatan yang menimbulkan dampak besar
terhadap lingkungan harus menggunakan bahan berbahaya dan beracun seperti yang
dipaparkan majelis hakim dalam pertimbangan yang dibuat sangat tidak sesuai
dengan apa yang dimaksudkan/diartikan dalam pasal tersebut. Jelas-jelas bahwa
dipisahkan mengenai kegiatan/usaha yang harus dipertanggungjawabkan secara

mutlak oleh penanggungjawab usaha/kegiatan menjadi tiga kriteria yang masing-
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masing bisa berdiri sendin dan/atau akumulatif. Tiga kritena yang dikenakan

tanggungjawab tersebut adalah sebagai berikut: _

1. usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkung-
an hidup;

2. menggunakan bahan berbahaya dan beracun; atau

3. menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Dari rumusan pasal yang sangat jelas tersebut mestinya tidak terjadi salah interpretasi

atas makna vang dimaksudkan dalam pasal tersebut. Lebih-lebih lagi telah lama ada

peraturan mengenal jenis usaha dan kegiatan yang diperkirakan memiliki dampak

penting terhadap lingkungan secara jelas di dalam Peraturan Pemerintah No.51

Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Demikian pula pendapat penulis atas pertimbangan Majelis Hakim mengenai
tidak dapat dibuktikannya dalil gugatan para penggugat merupakan satu bentuk
kekurangpahaman mengenai asas tanggunggugat mutlak (tanggungjawab mutlak)
dimana didalamnya terdapat secara melekat asas pembuktian terbalik. Seharusnya
dengan pertimbangan bahwa para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa mereka
tidak melakukan perbuatan/ kelalaian terhadap perbuatan yang dilakukan orang-orang
yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan adanya bencana alam atau keadaan
diluar kemampuan manusia sebagaimana yang terungkap dalam tingkat peradilan
sebelumnya, maka para tergugat selaku penanggungjawab usaha/kegiatan tidak dapat
dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Tidak mampunya para Penggugat
membuktikan bahwa pihak perusahaan/Tergugat secara langsung melakukan
perbuatan yang dijadikan dasar sengketa seharusnya tidak menjadi acuan Majelis
hakim, karena sebenarnya dengan saksi-saksi yang diajukan Penggugat juga tidak
perlu diajukan mengingat asas pembuktian terbalik. Cukup kiranya keterangan-
keterangan yang disampaikan menjadi pertimbangan yang dapat memberatkan

apabila pihak Tergugat senyatanya tidak mampu membuktikan dirinya lepas dari
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tanggungjawab memberikan ganti rugi yang dituntut sebagaimana terjadi dalam
proses peradilan tingkat sebelumnya. _
Untuk itu adanya upaya hukum lebih lanjut dalam menyelesaikan sengketa

tersebut oleh para Penggugat/Terbanding, sangat didukung oleh penulis demi

ditegakkannya kebenaran dan keadilan.



BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Dari uraian pembahasan pada ‘bab [II maka penulis menarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut :

I. Hal vang mendasari terjadinya sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan
Pamukan Utara kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan adalah tidak
dipenuhinya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh masyarakat kepada tujuh
perusahaan perkebunan atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari kebakaran
yang berlangsung antara bulan Juli hingga November 1997 di wilayah Kecamatan
Pamukan Utara.

2. Bentuk kerugian yang timbul dari kebakaran hutan dan lahan di kecamatan
Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan adalah dalam
bentuk @ kerugian Mareriil berupa hilangnya tanaman, hilangnya rumah,
musnahnya sumber mata pencaharian, dan pengalihan tenaga untuk memadamkan
api; kerugian smmateriil berupa hilangnya kondisi lingkungan yang baik dan
schat, terganggunya kesehatan, timbulnya keresahan, dan hilangnya ketentraman;
dan kerugian berupa biava pemulihan lingkungan.

3. Bentuk penyelesaian terbaik yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa
kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru
Propinsi Kalimantan Selatan adalah melalui upaya penyelesaian diluar pengadilan
melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa mediasi.

4. Terdapat banyak kelemahan dalam upaya penyelesaian masalah lingkungan hidup
vang disebabkan oleh ketimpangan produk hukum dan kebijakan, masih

rendahnya kemampuan dan kualitas aparat penegak hukum, serta kurang sadarnya

masyarakat khususnya pelaku-pelaku usaha yang berkaitan dengan lingkungan
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hidup, terutama dibidang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam

hutan dan perkebunan.

4.2 Saran
Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Pihak-pihak vang berkaitan dengan pengusahaan bidang kehutanan dan
perkebunan dan bidang lain yang berisiko menimbulkan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan agar lebih 'disiplin melaksanakan ketentuan-ketentuan
perundangan vang berlaku dan peraturan lain yang terkait guna meminimalisasi

terjadinya sengketa,

I~

. Pihak-pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian pada masyarakat akibat usaha
vang dilakukan dibidang kehutanan dan perkebunan agar secepatnya memberikan
ganti rugi sejumlah tertentu senilai dengan kerugian yang ditimbulkan akibat

usahanya 1tu seketika pada saat munculnya kerugian tersebut,

(5]

. Pihak-pthak yang bersengketa dibidang lingkungan hidup perlu menerapkan
mekanisme penyelesaian sengketa alternatif” (ADR)-Mediasi agar diperoleh
penyelesaian yang adil dan dapat diterima masing-masing pihak tanpa merasa ada
vang dikalahkan, serta dalam waktu singkat dan biaya ringan dengan risiko yang

minimal terhadap wanprestasi yang dilakukan masing-masing pihak,

s

Perlu diadakan reformasi dibidang hukum utamanya yang menyangkut
pengusahaan bidang kehutanan dan perkebunan dengan jalan melakukan
perubahan (amandemen) UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang ditkuti dengan
perubahan peraturan hukum dibawahnya sepertt UUPA, UUPK dan seterusnya ,
dan peningkatan kemampuan aparal penegak hukum dibidang lingkungan hidup
terutama Dberkaitan dengan kehutanan dan perkebunan, serta upaya-upaya

peningkatan kesadaran masyarakat.
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